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DENO.I\N RAHMAT'l'UHAN YANG MAMA ESA 

BUPA'l'I Kl?:NOAL, 

a. bahwa dalam rangka mcmbcrikan arah pelaksanaan reforma,si 
birokrasi di lingkungan Pemcrintah Kabupatco Kendtt I 
berjalan secara erektif, e lisien, tcn1kur dan konsisten. perlU 
disusu11 Road J\fap Reformasi Birokrasi; 

b. bahwa berdasarkan ketenn1an hurul' D Bab Ill Pcraturan 
Menteri Pendayagunil~tn Aparatur Nega1·a dan Rcformasi 
Birokrasi Republik Jndonesia Nomor 37 Tal"mn 2013 lentang 
Pedoman Pcnyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah, Dokumen Road Map yang telah disusup. 
diajukan kepada pimpinan dacrah untuk ditew.pkan daJath 
benluk Peraturan pimpinan daerah; 

c. bahwa sesual dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi 
SekretariaL Da.erall Kabupalcn Kendal tanggal 22 Dt.:scmber 
202 1 Perihal Mohon Asman t<onsep Pcraturan Bupali Kenct11 
Tahun 2022 tentang Roacl Map Rcformasi Birokrafi 
Kabupaten Kendal 202 1-2026, maka Peraturan Bupati Kcndjtl 
Nomor 42 Tnhun 2020 tentar1g Raad Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupatcn Kendal Tahun 2019-2023 s udah Lklak 
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu d iganti; 

d. bahwa berdasarkan pcrlimbangan sehagaimana ctimaksud 
hutuf a, huruf b d-a.n huruf c, ma.ka perlu menetapkan 
Peratutan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokr~.si 
Pemerinlah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun !950 tenmng Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupatcn dalam Lingkungan Propinsi Dja~•a 
Tengah sebagahnana telah diubah dcngan Urlda ng.Undang 
No rnor 9 Tahun 1965 tentang PembcnLukan Dael'ah Tingkai II 
Batang dengan mengubah Undang·Undang Nornor 13 Tahlln 
1950 tenrang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dai,l;m 
Lingku<Lgan Pro pi nsi Jawa Tcngah (Lembaran Negara 
Rcptlblik Indonesia 'l'ahun 1965 Nomor 52, Tambah~n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcnlang Aparatur Sipi l 
Negara (l.embarAn Negara Republik Indonesia Tahun 20)4 



Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 5494 ); 

2 

lndoncsil 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriruahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201~ 
Nomor 244, Tambahan Lembar8J'I Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa l<a li 
terakhir dengan Undang-U ndang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Acnara Pemerintah Pusal daq 
Pemerintahan Daerah ILembaran Rc publik Indonesia Tahur 
2022 Nomor 4 , Ttunbahan Lemha ran Negara Rcpubli~ 
Indonesia Nomor 6757); 

4. 1-'eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahu n 1950 tcntang 
Pene<apan Mulai Ber lakunya Undang-Uncla ng 1950 
Nomor 12. 13. 14, dan I 5 dari Hal Pembentukan Daerrur 
daerah Kabupar.en di Jawa Timu r/Tengah/Bttrat da.n l) a.eral1 
fstimewa Yogyakarta; 

5. Pcraturan Pemerinta.h Nomor 16 'J'ahun 1976 tcntang 
Perluasan Kotamadya Daerah TlngkaL ll Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 1'ahun 1976 Nomor 25, Tambah~h 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 30791; 

6. Peraluran Prcsidcn Nomor 81 Tahun 201 0 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negaf" 
Republik Indonesia Nomor 475); I 

7, Pcratura~ ~enteri. Pendayagunaan Aparatur Negara d~ 
Reformas1 81rokras1 Nomor 37 Tohun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Road ;\>lap Rerormasi Bfrokrasi Pemcrint~ 
Oaerah (Berita Negara Repu blik Indonesia. Tahun 2013 Nomor 
l538); II 

8. Peraturan Mcntcri Pcndaya,guna.an Aparatur Negara dJ , 
Refonnasi Birokrasi Rcpublik lndone::.ia Nomor 25 ~rahlln 
2020 Ten,a ng Road Map Re formasi Birokrasi 2020-2024 
(Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

9. Pcraturan Da.erah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
lentang Pcmbencukan dan Susunan Perangkol Daerah 
Kabupaten Kendal (Lcmbaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 20 I 6 Nomor 8 Seri D No. I, Tambahan Lembar~n 
Oaerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebaga.irnana tetjth 
diubah bebetapa kaH temkhir dengan Pcraturan DacJi',h 
Kabupatcn Kendal Nomor l3 Tahun 2021 tenrang Perubahbn 
Kedua atas Pcraturan Daerah Ke:bupaten Kendal Nomor 8 
T'ahun '2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraogl<a.t 
Daetah KabLJpaten KendaJ (Lcmbaran Daerah Kabupa&n 
Kendal Tahun 2021 Nomor l3, Tambaha.n Lembaran Dae~lh 
Kabupaten Kendal Nomor 2 l 9); 

10, Peratura.n Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Ta hun 2021 
tentang Rencana Pembangunan J angka Mencngah Daernh 
Kabupatcn Kendal Tuhtm 2021-2026 (Lembaran Daerah 
J<abupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 2 14); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REF'ORMASl 
~b~~-KRASI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 202 t 

8A8 I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
I . Oaerah ada lah Kabupaten Kendal. 

2. Pcmerinlah Oaerah adalah Bupau sebagai ':'ns'tr 
penyelenggara Pemerintahan Dac:rah yang mem1rnpp1 
pelaksanaa11 urusan pemerintahan yang menjadi kewenGng$;r1 
dacrah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4 . Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu Bupati dan OPRI) 

dalom penyelenggaraan urusan pcmcrinlahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

5 . Refor'masi Birokrasi adalah proses menata LLlang birokrasi 
dari tingkat le-rtinggi hingga tercndah dan melakukan 
terobosan baru denga n langkah-langkah bcrtahap, konkn:t, 
reaHstis, sunggtth-sungguh, berpikir di tuar kebiasaan yang 
adn, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 

6 . Road Map adalD..h renc.ana kerja rinci dan bcrkclanjulan yarig 
menggambarkan pelaksanaan reformasl birokrasi dal, m 
kun.m waktu 5 (lirna} Lahun mendatang. 

7, Road ;Wav Reforrnasi Birokt'a$i adalah bentuk opcrasional 
Grand De.sign Reforma.si Birokrosi yang disusun df, 
dilakukan 5 (lima) tahun sekaH dan men.tpakan rencana rind 
pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu cahap ke tahf!,P 
selanjutnya selama. 5 Pima) tahun dengan sasaran per rnh'lln 
yangjelas. 

8. Qui.ck Wins yaitu suatu Jangkah iaisialir yang mudah <Ian 
cepat dicapaj yang mcngawali suatu program bcsar dan s~lit 
daJaim pela ksa,naan reformasi birokrasi. I 

BAB II 
KEOUOUKAN DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pcmcrintah l{abupaten Ken~al 
Tahun 202t .. 2026 digunakan sebagai dasar atau acua.n 
pelaksanaan reformasi birokmsi di Lingkungan Pcmcrintah 
Daera h Kabupaten Kendal. 11 

(2) Roa<l Map Rdormasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) berkedudukan dan berfu ngsi sebagai dokumcn 
perencanaan dan acuan pclaksanaan reformasl birokrasi bagt 
Perangkat Oaerah di Lmgkungan Pemerintah Oacnlh Perio<Je 
TahLln 2021-2026. 



cap ttd

cap ttd

BAB Ill 
SISTEM/\TIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

KABUPATEN KENDAi, TAHUN 2021-2026 

Pasal 3 

4 

(I } Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kend'\1 
Tahun 2021-2026 disusun dengan sisLematika sebagai 
beril<Ltt: 
BAB I Pendahuluan. 

BAB II 

BAB Ill 
BABIV 

BABV 

Eva1uasi Capaian dan PeJaksa.naan Refo1·masi 
Birokrasi. 
Analisis Lingkungan Strategis. 
Sasaran dan Strategi Pelaks,;naan 
Birokrasi 202 1-2026. 
Manajemen 
2021-2026. 

Pelaksanaan Reformasi 

Reformjfi 

Birokra~i 

BAB VI Penutup. 
(2) Road Map l~eformasi Birokrasi Pcmcrintah Kabupaten Kendal 

Tahun 2021-2026 scbagaimana dimaksud pRda ayol ( I) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian llda,k 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pada saaL Pe.raruron Bupati ini mulai berJaku, maka Peracuran 
Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2020 temang Road Map 
Rcformasi Birokrasi Pemerint.ah Kabupaten Kendal Tahun 20 LSI· 
2023 (Serita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 12) 
dicabu( dan dinyatakan t idal< berlaku. 

Pasal 5 

Peratur-a.n Bupa1i ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11 

Agar setiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan peng1,1ndan~n 
Peracuran Bupati ini dcngan pcncmpatannya da.l~m Bcrf ' Ut 
Daerah 

D1tetapkan di Kendal 
pada tanggaJ I? .6?i\ .:,,~l. 

Diundangkan di Kenda.I 
pada tanggal \l> A\l('I ,.~;,, 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT~ KENDAi . 

BUPATU,:ENDAL, 

/ DICO M GANINDUTO 

,;:~~ , suai dengan aslinya. 
~1/-KEPA~)J;lAGIAN HUKUM 

/}! SET0K1B.UPATEN KEl'iE>Al.. 
1::i•- ot--
{'\~ 

« "--..J!:U~ S.H. M.H. 
~ 1r- e , o _;ye bin a Tk I 
" ·rn??-r<110021s 199003 1 006 

Bt:RITA DA8RAI-I KABUPATE;N l{E NOAL TAHUN 8o$ NOMOR ,PJ.. 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR .1l. TAHUN 2022 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 
KENDAL TAHUN 2021-2026 

BABI 

PENDAHULUAN 

Reformasi B~okrasl merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi 

dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata 

kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. 

Kualrtas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan 

program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola 

pemerlntahan suatu negara. semakin cepat pula perputaran roda pembangunan 

nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang 

efektif. pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola 

Reformasl Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami 

dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berl<epentingan. 

Dalam kaitannya dengan hat tersebut, Pemerintah telah moogeluarl(an 

Peraturan Presidan Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grond Design Reformasi 

Birokrasi 2010..2025 yang terbagl dalam tiga periode Road Map Reformasi 

Birokrasi nasional, yartu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015• 

2019, dan 2020..2024. 

Gambar 1. 

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 
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Saal ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga 

atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokcasi Nasional. Pada tahap akhir 

ini, Reformasi 8irokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang 

berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, 

ya,tu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin 

efektif dan efisien. 

Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasl di tingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal lidak terlepas dari pengaruh perkambangan paradigma ilmu 

administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di Indonesia. 

Upaya perbaikan ta1a kelola pemerintahan dilakukan dengan mencari 

paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, 

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kendal mengarah pada praktik 

paradigma New Public Management, yang dltunjukkan dengan upaya 

menciptakan efektivitas. efisiensl, dan pemerintahan yeng berorientasi pada 

hasil, serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan 

keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti 

masyarakal sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada 

beberapa kondisi Pemertntah Kabupaten Kendal maslh menerapkan beberapa 

praktik birokrasi weberian, khususoya dalam mengelola pelayanan yang 

bersifat strategis dan tert<ait dengan kemandirian daerah. Oteh karenanya 

dapal disimpulkan bahwa saat ini Birokrasl di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kenda.I ketiga paradigma berjalan secara paralel dan dlgunakan 

secara kontekstual sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya, apapun paradigma 

yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah Birokrasi yang berkelas 

dunia. 

Road Map inl disusun untuk membantu menjabarkan Visi dan Misi 

Bupati Kendal terpllih sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal periode 

2021 -2026 sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan 

Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejalan dengan sasaran 

strategis masing-masing. Hasil yang diharapkan dari RefotTTiasi Birokrasi 

adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel. sehingga 

dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta be,sih dari 

praktek KOI\Jpsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagalmana tercelTTiin dalam tiga 

sasaran hasii utama program Reformasi Birokrasi. Hal lnl jelas sesuai dengan · 

Visi Daerah yaitu : "KENDAL, HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN 

BERKEADILAN". 

Road Mop Kabupoten KendolTahull 1021•2026 



Bahwa pelayanan publik yang prima serta birokrasi akuntabel, efek1a 

dan efisien menjadi kunci bagi teiwujudnya Reformasl Birokrasi. Reformasi 

Birokrasi juga me<Jorong tertlenluknya Perangkal Daerah yang keberadaannya 

dapal dirasakan langsung oleh masyaraka\. Di tengah tuntutan masyarakat 

yang semakin tinggi, Refonmasi Birokrasi mendesak Pemerintah Daerah untuk 

terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan 

culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan 

perfonma/kinerjanya. Tldak hanya itu, sesuai arahan Pres.:len RI Joko Wldodo 

juga menekankan birokrasi juga harus lebih lincah, sedemana, adaptif dan 

inovata, serta mampu bekerja secara efektff dan efisien. Bertlagai arahan 

Preslden tersebut menunjukkan bahwa Refonmasi Birokrasi harus dibangun 

secara sistematis dan berl<elanjulan. Relormasi Birokrasi harus disadari dan 

dibangun bersama oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, tanpa kecuall 

dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju. 

Dalam Road Map - Relonmasi Birokrasl lni, asas yang akan 

dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya 

Refonmasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola 

pemerintahan. Prloritas berarti setiap Perangkat Daerah akan memilih priorttas 

perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 

tantangan yang dihadapi Perangkal Oaerah. Selain ttu, guna meningkatkan 

kualitas Road Map ini dibandlngkan dengan Road Map sebelumnya. terdapat 

setidaknya tiga hat yang diperbaharui. Pertama. Road Map lni lebih 

menekankan hal-hal yang bersaat lmplemen1atif dibandingkan dengan 

fonmalrtas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab penmasalahan yang 

sebenamya terjadi di lapangan. Kedua. program dan kegiatan didesain agar 

dapal diimplementasikan sampai dengan Perangkat Daerah dan UPTD. Hal 

ini dilakukan agar Reformasi Birokrasl berjalan sampai dangan tingkatan 

paling terendah dari pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara 

lebih holistik, komprehensif, da.n antisipatif sehingga didapatkan potret 

kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang "Evaluasi atas 

Capaian Relormasi Birokrasi 5 Tahun Terakhir" serta "Anallsis ates Llngkungan l 

Strategis". Kedua pembahasan tersebut menjadl dasar bagi penetapan 

Sasaran Refonmasi Birokrasi, upaya yang pertu dilakukan. serta manajemen 

atau pengelolaan Refonmasi Birokrasi. 

Road Map Kobuporen Kendal Tohcm 2021·1026 
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Gambar2. 

KERANGKA PIKIR DAN KETERKAITAN ANTAR BAGIAN 

ROAD MAP- RB 2021-2026 

EVALUASI P$1..AKSANAAN ReFORMASI 
W~OKRASI 2019·2023 (UPAVA) + 

!HASIL/DAMPAK) 
BAB 11 

ANALISTS L.JNOKUNOAN S'-rftATEGIS 
REFOlUIASI 81ROKRASt (LIWOKUNGAN R81 

+ (ISU Sl'RA_T EOJSI 
BAB 111 

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 

PELAKSANAAN REFORMASI 81ROKRASI 

2021-2026 

... ----------
l
l UKURAN KEBERHASl l,AN II 

REFORMASI BIROKRASI 
2021 -2026 I -------- --

... ----------
I KEGIATAN DAN UPAYA I 

REFORMASI BIROKRASI I 
202 1-2026 I 

I ----- -- ---
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026 

----------------- -----------
BABV 

ORGANISASI PENGELOLA REFORMASI BIROKRAS 

I 
I 
I 

•------------------- -- ------~ 
Selain iju, pada Road Map inl tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang, 

d~etapkan didapalkan dari proses berpikir logis yang meibalkan berbagai 

pemangku kepentingan dengan berdasarkan dua pertlmbangan yang sudah 

dlsebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2019-2023 

dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

juga difonnulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di 

lapangan. dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. 

Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan 

dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupu~ 

secara horizontal yaltu meliball<an banyak perangkat daerah terl<ait. dan unsur di 

Ivar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan polijisi. 

Rood Mop Kabupoteit Kendal Tahun 2021-2026 



Gambar 3. 

HAL-HAL BARU PADA ROAD MAP-RB 2021-2026 

Rood Mop Kobupaten Ke11dof Tohun 2021-2026 



BAB II 

EVALUASI CAPAIAN DAN PEl.AKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

Refom,asi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode 2019-2023 

telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal lala kelola 

pemerintahan. Beberapa aspek yang befflifat implementatif telah dipotret 

ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan Road Map 

- Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya 

kebijakan Reformasi Birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkij 

program Reformasi Birokrasi. implementasi program Refom,asl Birokrasi di 

Pemerintah Kabupaten Kendal. serta ketercapaian sasaran melalui in<likator 

atau alat ukur masing-masing. 

A. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI 

Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi 

menjadi periimbangan dalam pertlalkan beberapa kebijakan umum 

Reformasi Birokrasi. Salah satu isu yang sering muncul darl pelaksanaan 

evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasl Birokrasi yaitu terkaitdengan sinkronisasi aluran 

di tingkat pusat dan daerah. 

Kebijakan yang tertera dalam Road Map ini bersifat sebagai 

panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang 

minimum periu dicapal oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah. 

Aspek In! menjadi pertimbangan mengingat kemampuan masing-masing 

perangkal da.erah tidak sama sehingga pertu penyesuaian target capaian 

Refom,asi Blrokrasi. Lebih dari itu, sinkronisasi kebijakan, 

kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna. pengelolaan pengetahuan 

bertlasis virwe yang mapan, serta pengarusutamaan inovasl 

merupakan komponen resep perubahan tata kelola pemerlntahan yang 

diperlukan bagi menyiapkan pemerintah dan masyarakat menjalani era! 

digttal, Revolusi lndustri 4.0. 

Dalam Road Map ini terdapat indikator yang akan disinkronkan, 

dengan RPJMD 2021-2026 dan target capaian dari setlap sasaran 

Reformasi Birokrasi. lndikator yang disusun Juga mempertimbangkan 

hasil evaluasi indeks Reformasi Birol<tasi yang telah d~etapkan. 

Road Mop Kobupoten Kendof Tahun 1011~2026 



B. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi 

Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam 

Road Map - Reformasi Birol<rasi. Berdasarl<an evaJuasi yang dilakukan 

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi 

Birokrasi, kede1apan area tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Kendal 

d inilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian. dalam rangka 

menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasl, 

Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan klasterisasi/f99rouping area 
berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, datam Roacl Map 

baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari 

masing-masing area. Selain isu klasterisasi/T99rouping area perubahan, 

muncul usulan dari Perangkat Daerah untuk diberi keleluasaan datam 

memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan 

di Perangkat Daerah masing-maslng. Berdasarl<an prioritas, delapan area 

perubahan dapat menjadi semacam "list of priority' yang masing-masing 

Perangkat Daerah diberi keleluasaan unluk menentukan fokus prioritas 

dan kemudian menyusun program yang relevan. Oengan demikian, area 

perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pole 

yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasttas masing

masing Perangkat Daerah. Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik 

desain Refom'lasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik 

hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi ttu sendiri. Dalam hal ini lerdapat 

delapan area perubahaan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadl fokus 

pembangunan antara lain sebagai berikut:. 
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C. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 

Pelaksanaan program Reformasi Birokras1 telah menjadi prioritas 

nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Blrokrasl pada 

tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum 

Reforma'si Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan 

lantangan. baik yang berasal dari internal maupun ekstemal 

pemerintah daerah. Hingga saat lni, beberapa Perangkat Oaerah belum 

menjalankan agenda Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi alas 

pelaksanaan Refoonasi Birokrasi, khususnya di tingkat Perangkat Daerah, 

ditemukan bahwa berbagai program Reformasi Birokrasi minim value 

karena para Aparatur di Perangkat Oaerah tidak memahami fil0$0fi 

program yang bersangkutan. Program seringkall diadopsi dari daerah 

lain yang dlanggap bemasil , meskipun secara kontekstual tidak sesuai 

dengan kebutuhan daerah yang mengadopsi program tersebut Hal lnl 

tetjadi karena penyusunan dan pelaksanaan berbagai program reformasi 

yang dilakukan oleh pemerlntah daerah ditujukan hanya sekedar untuk 

memenuhi indikator evaluasi yang dttetapkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun tidak 

menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal 

birokrasi. Melihat kondisi inl, "demand-basoo ,efomtperlu menjadi fokus 

pemerintah daerah dan Perangkat Oaerah ke depan. Proses 

pembelajaran dalam transfer kebijakan dari kementerian/lembaga/ 

pemerintah daerah lain yang dianggap relalif berhasll dalam 

implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi mutlak diperlukan. n dak 

hanya inl pe~u diusahakan dalam menlngkatkan adaptasi kontekstual 

masing-masing Perangkal Oaerah tetapi juga menciptakan value baru 

yang mendukung internalisasi perubahan mind-set dan cultur&-Set-nya. 

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa dari kedelapan area 

perubahan dan indikalor yang ada di dalamnya, hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa pencapaian akuntabil~as kinetja diusulkan menjadi 

target yang diprioritaskan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinetja 

menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya penca.paian indlkator 

tersebut diharapkan menjadl pencapaian indikator lainnya. Adapun 

berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan 

bert>agai program Reformasi Birokrasi dapat tergambar melalui hasil 

evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berda.sarl<an Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 
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8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasl Reformasi Birokrasi lnstansi 

Pemerlntah. Dalam melakukan penilaian perkembangan Reformasi 

Birok.rasi cakupan penilaian dilakukan pada pada upaya dan hasil. Upaya

upaya yang dilakukan antara lain: 

1. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal dalam mendorong untuk melakukan 

intemalisasi alas perubahan pola pikir, maka dipellukan suatu 

perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. 

Dengan ditetapkannya Undan9-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentan9 ASN. Telah dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar 

lebih berintegritas. profesional. netral dan bebas dari intervensi 

politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. serta 

mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas 

untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagal 

unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, 

undang-undang ini mendorong peningkatkan kualitas manajemen 

aparatur sipil negara dalam suatu sistem moot yang berdasarkan 

pada kualifikasi. kompetensi dan kinerja mula.i dan proses 

rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan. 

promosi. rotasi, dan karir. 

2. Deregulasi Kebijakan. 

Dalam Road Map ini deregulasi Kebljakan Juga dimaksudkan 

dengan penyederhanaan peraturan. Pemerintah Kabupaten 

Kendal mesti menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam 

penyusunan regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan 

bupati dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan. Secara 

nyata. Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan penataan 

peraturan perundang-undangan lerutama terkaJt dengan 

kemudahan perijinan investasi di Kendal. 

3. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui pengkajian yang 

matang guna mendapatl<an bentuk Perangkat Oaerah yang efektif, 

efisien dan tepat fungsi. Penyederhanaan Birokrasi wcara 

Substansial. tidak ha11ya terbatas pada struktur. tetapi juga aspek 

kultur dan inovasi kerja. Penyederhanaan 

Pemerintah Kabupaten Kendal dilakukan 
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Pengawas (Eselon IV) untuk menghadirkan pelayanan publik 

yang terukur dan rnampu mewujudkan efesiensi dan efektifitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyederhanaan 

birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Ungkungan 

Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai deogan kebijakan, 

tidak dilakukan terhadap: 

a. Jabatan yang memiliki togas dan fungsl sebagal Kepala 

Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab 

dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang~asa: 

b. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan 

clengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, 

persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; dan 

c. Jabatan yang memiliki kriteria dan syarat lain yang bersifat 

khusus berdasarkan usulan masing-masing Pemerintah 

Kabupaten Kendal. 

4. Perbaikan Tata Laksana, 

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerlntahan Berbasis Elektronlk (SPBE) yang bertujuan untuk 

mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang 

terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerlntah Daerah. 

Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi 

dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara 

nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Pemerintah 

Daerah wajib menerapkan SPBE. Oengan melakukan 

penerapan SPBE yang terpadu, lnstansi Pusal dan Pemerfnlah 

Daerah dapat memanfaatkan bagl pakai data, aplikasi, dan 

infrastruktur SPBE sehingga dapat meminlmalisir duplikasi 

pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi 

pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal lnl akan berdampak 

pada penlngkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, 

peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efel<til, efisien, 

transparan dan akuntabel. 

5, Penataan $umber Daya Manusia Aparatur. 

Pemerintah Kabupaten Kendal ditunM untuk melaksanakan merit ' 

system sehingga tercipta ASN yang professional, berlntegritas 
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dan berdaya salng tinggi. Perencanaan kebutuhan/!0011asi 

jabatan didasarkan a1aS kebutuhan organisasi sesuai dengan peta 

jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang balk dimulal 

dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis 

kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CA 1) 

serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yattu 

kompetitif, adil, objektif, transparan, berslh dari praktek KKN dan 

tidak dipungut biaya, sehlngga pelaksanaan rekrutmen semakln 

objelctif. transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat 

diketahul secara langsung (raa/ time) tanpa perlu menunggu lama 

(hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian). 

Seja.k pengadaan CPNS tahun 2017, seluruh instansi baik Pusat 

maupun Oaerah telah menggunakan sistem CAT dalam 

petaksanaan Seleksi Kompetensi Oasar (SKO). Sehingga nantinya 

akan di dapat ASN yang benar-benar kompeten dan sesuai 

dengan kebutuhan instansi. Kliteria penetapan dan kebutuhan 

ASN serta petaksanaan seleksi ASN diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, begitu juga deogan penentuan kelulusan peserta seleksl 

yang berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) yang 

ditelapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagi peserta seleksi CPNS yang 

memenuhi nilai ambang batas kelulusan/pa.sslng grade akan 

diambil kelipatan tiga besar berdaserkan alokasi 

kebutuhanl!ormasl masing-maslng jabatan untuk mengikuti Seleksi 

Kompentensi Bidang (SKB). Tahap akhir penilaian akan dilakukan 

integrasl nilai SKD dan SKB untuk menentukan peserta yang 

berhak dinyatakan lulus akhir seleksi CPNS. Hal ini mengingat 

bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

bersih. kompeten, dan melayanl, s.etiap Aparatur Sipil Negara 

(ASN) wajib memilil<i standar nilai kompetensi dasar bagl Pegawai 

Negeri Sipil serta standar nftai kompetensi teknis, manajelial dan 

sosio kultural (bagl PPPKJ agar sesuai dengan tuntutan jabatan 1 
dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan 

pelayan masyarakat. 
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Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong 

terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah 

diterapkannya Talent Pool ASN Nasional sebagai dasar 

pengembangan karier ASN yang transparan, kompetltif dan 

be!basis merit, Talent Pool ASN diharapkan dapat mewujudkan 

sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem 

promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan 

kinerja, Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga 

diarahkan agar kinerja setiap pegawal selaras dengan pencapaian 

kinetja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang 

efektif melalui perencanaan kinerja pegawai. bimbingan klnerja, 

penllaian kinerja. serta pemberian penghargaan dan sanksi 

berdasar1<an hasil penilaian kinerja pegawai menjadl kata kunci 

didalamnya. 

Dalam pengembangan SOM aparatur yang terarah dan 

berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah 

dilakukan penyusunan anallsls kebutuhan diklat pada seluNh 

Perangkat Daerah. Pela.ksanaan dan kegiaian ini yaitu dengan 

aktif mengikutkan seminar, WO<kshop, pelatihan pengembangan 

dan bimbingan teknis sepertl bimbingan teknis Penyusunan Sistern 

Akuntabilitas lnstansl Pemerintah. 

6. Penguatan Akuntabil~as Kinerja lnstansi Pemerintah. 

Pemerintah Kabupaten Kendal terus menerus mendorong 

penguatan Akuntabilijas Kinerja melalui implementasi Sistern 

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKtP) di seturuh 

perangkat daerah, Hal ini sesuai dengan perintah presiden 

dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efek!ivitas dan 

efisiensi pemerintah. dengan menjamin APBN/APBD yang fokus , 

dan tepat sasaran. Has~ darl lmplementasl SAKIP ini adalah I 
menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tlnggi dan 

pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. 
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No. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tabel 1 

HASIL PENYELENGGARAAN SAKIP 

Nilai 

KOMPONEN (Tahun) 
YANG 2017 2018 2019 2020 

Perencanaan Kinerja 18,65 22, 11 22,19 22,52 

Pengukuran Kinerja 12.60 13,63 14,75 14,97 

Pelaporan Kinerja 5,63 9,37 9,88 10,27 

Evaluasi Internal 4,66 5,31 6,06 6,68 

Capaian Kinerja 11,65 10,97 11,68 11,87 

Nilai Hasil Evaluasi 53,19 61,39 6-4,55 66,31 

Tingkat Akuntabilitas cc B B B 
K[nerja 

Berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sistem 

Akuntabllilas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), dapat dipahami 

bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal dapat dikatakan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

7. Penguatan Pengawasan. 

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan 

tuasnya wilayah Kabupaten Kenda.I, banyaknya Perangkat 

Daerah dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan 

strategi peroepatan Reformasi Birokrasi yang maslf dan memiliki 

dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona 

lntegritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasl Blrokrasr 

melalui pencanangan pembangunan Perangkat Daerall 

percontohan (role mode{) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Pe,angkat Daerah percontohan pelayanan yang prima atau 

Wilayah Birok.rasl Bersih dan Melayani (WBBM). Fokus 

pembangunan ZI adalah pada Perangkat Daerah yang mamp~ 

membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prim~ 

sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakal 

Proses pembangunan menuju WBK dan WBBM telah diusulkan 

Sadan Keuangan Dae,ah, Dlnas Pena.naman Modal den 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Kependukandan Pencatatan 

Sipil dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo. Hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB baru 

menetapkan Rumah Sak~ Umum Daerah dr. H. Soewondo sebagai 

WBK Oleh karena itu, pembangunan Zona lntegritas merupakan 
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program Quick wins dalam rangka penyelenggaraan Reformasi 

Birokrasi. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publil<. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik mengamanaU<an agar semua 

penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan 

yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan 

pelayanan prima. Pelayanan prima membefika.n jamlnan atas 

terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagal 

pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki o1eh 

semua perangkat daerah. Salah satu bukti terjadinya 

peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin 

baiknya persepsi masyarakat etas penyelenggaraan pelayanan 

publik. Hal ini tentunya tldak terlepas dari pelaksanaan bimbingan 

dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan 

oleh Sekretariat Oaerah kepada Perangkat Oaerah. Sela In itu, bukti 

tetjadi peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari 

pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi 

penyeleggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6 

aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan 

Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan I 

dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme 

SOM. peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan 

Sistem lnformasi Pelayanan Publik (SIPP). pengelolaan konsultasi 

dan pengaduan (termasuk penerapan LAPORI), serta 

penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik, berlomba-lomba 

dipenuhi oleh unit layanan yang dievaluasi. 

Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal tercermin dari hasil survei kepuasan 

masyarakat. Hasil suivei pada tahun 2020 menunjukkan persepsil 

masyarakat atas kualitas pelayanan publik di lingkungan1 

Pemerintah Kabupaten Kendal dengan nilai sebesar 85,52 dan 

masuk pada kategori mutu pelayanan BAIK (BJ. Nilai tersebut 

mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan hasil survei
1 

tahun 2019 yang nilainya hanya sebesar 82,09. 

Berikut tren positif indeks pelayanan publik yang merupakarl 

hasll dari evaluasi pelayanan publik sebagai berikut: 
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Tabel 2. 

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

No. Tahun Nilai SKM Kategorf 

1 2016 75,03 BAIK 

2 2017 74,97 KURANG BAIK 

3 2018 81 ,05 BAIK 

4 2019 82.09 BAIK 

5 2020 85,52 BAIK 

Pemerintah Kabupaten Kendal juga mendorong partisipasl 

masyarakat dalam perbaikan penyeleng9arean pelayanan publik. 

Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (SP4N-t..APORI), masyarakat dapat memberlkan aduan, 

masukan ataupun apresiasi atas pelayanan publik. Sampai 

tahun 2020 SP4N-LAPOR telah terhubung dengan Kementenan 

PAN dan RB. Sejumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2020 

telah ditindaklanjuti 100%. Bokti lain dari te~adinya peningkatan 

kualitas pelayanan publik adalah Kendal mendapatkan 

penghargaan TOP 25 Nasional dalam pengelolaan SPAN

LAPOR. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

secara signifikan telah menunjukkan wujud dar1 semangat dan 

pemikiran kreatif peyelenggaraan untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik dengan lndeks SPBE 3,84. Penyelenggaraan 

pelayanan publik juga akan dilaksanakan secara terpadu dan 

terlntegrasi antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam 

satu gedung pelayanan melalui pembangunan Mal Pelayanan 

Publik (MPP). 

Upaya secara umum masalah yang dihadepi adalah 

pengorganisasian dalam implementasi kebijakan Refonnasl l 

Birokrasl. Oalam konieks (1) perencanaan dan penganggaran 

yang belum terintegrasi dengan agenda Reformasi Birokrasi, 

(2) belum ada Dana Alokasi Khusus (OAK) dalam pelaksanaan1 

kebijakan Reformasi Birokrasl sehlngge secara keuanganl 

Reformasi Birokrasi dilaksanakan sebagai pelengkap denganl 

pendanaan seadanya. Oalam konteks (3) machine,yl 

pelaksanaannya, kedudukan dan bentuk tim pelaksana 
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Reformasi B~okrasi masih belum jelas. 

D. DAMPAK/HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI 

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya 

menunjukkan bahwa upaya menuju Pemerintahan Berkelas Dunia I 
yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa perubahan. Perubahan , 

tersebut tel1ihat dari capaian alas target beberapa indikator tata kelola 

pemerintahan yang semakin membaik. Kebijakan Reformasi Birokrasi di 

tahun 2019-2023 ditujukan untuk mencapai tiga (3) sasaran utama yaiju; 

(1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel. (2) Birokrasi yang efisien dan 

efek1if, dan (3) Birokrasi yang memlllki pelayanan publik ber1<ualitas. 

Kebemasllan pencapaian tiga (3) sasaran tersebut diukur dengan 

beberapa indikator yang tertuang dalam Road Map - Reformasi Blrokrasi 

2016-2020. 

Tabel 3 

PENCAPAIAN SASARAN PADA ROADMAP - REFORMASI BIROKRASI 
TAHUN 2016-2020 

Sasarao tndikator 
,arg 

ron ro,s 2019 ~ Reai&aai 

Birokrali Penggunaan rr 
yang b(mlh ProrwrtJJttMI lemadap 
dein olkun.tabel belaflt& ~ 111n 100% 100'~ 100% 100¾ 100% 100% 

Skor a1a$ SAKIP "' 55 61,39 = ,= 66,31 oo,.,1 

I Oplnl WTP .,. .... WTP "" WTP WTP WIP 
Laponan~an 

Tingkal k.tpabll la 2 2 2 2 2 , 
APIP 
Tlngkal kemat3nga, 1 2 3 3 3 3 
i~ rnentasl SPIP 

'BirOkr.11$1 lru:leks Relormtsl Na 54,36 5'),30 62.26 w ,70 63,70 
yang e"81en Birckt11Si 
dan efck!lf 

\ndek~ Profesl 
. Na 77.36 78,- 27,19 75,28 75,2& 

ASN 
1ndet& &-Govcmrrw Na Na ..... 3,76 3,76 3,78 
Na, ion~I / SPSE 

lrokt&'SI YirCJ ln~ r1 l8:$ Pelayana Na Na Na Na No Na 
t,,emlllld Publlk 
betiwanan 
looblil< yong 
b,e11tualitas 

Su,voy 
Masyarakat 

Kepuasai 76.03 14,97 81,06 82,09 85.52 65,52 

Nilai Kcl)3Mla 60,87 70,66 70.M 70.66 
P~Pl.iblik 

Dari label di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reforma.si Birokrasi tengah 
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menuju ke arah yang leblh bail< yang dibuktikan dengan peningkatan 

belbagai capaian dari kondisi bas,;/ine di tahun 2015, meskipun 

masih banyak beberapa ukuran keberhasilan yang belum mencapai 

targel Selain beberapa ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dalam 

Road Map - RB 201&-2020, hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasl Birol<rasi (PMPRB) yang dilakukan oleh ,,m PMPRB internal 

sebagai berikut : 

Tabel4. 

INDEKS REFORMASI BIROKRASI 

HASIL PMPRB 

TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 

- 54,35 58,30 62,26 63,70 

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 

2020 oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB. yang tertuang dalam 

surat Kementerian PANRB Nomor : B/413/RB.06/2021 tanggal 31 

Maret 2021 , sebagai berikut : 

4. lndeks Reformasi Birol<rasi Pemerintah Kabupaten Kendal 

adalah 63,70 atau kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 

INDEKS REFORMASI BIROKRASI 
HASIL EVALUASI KEMENTERIAN PAN DAN RB 

No Komponen Penilaian Bobot 2020 

A Komponen Pengungkit 

I. Pemenuhan 20,00 11,04 

II. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 5,76 

Ill. Reform 3,00 14,48 

Total Komponen Pengungkit (Al 60,00 31,28 

II Komponen Hasil 

1. Al<untabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 7,52 I 

2. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8 ,28 
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3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas 10,00 8,55 
KKN 

4. Klnerja Organisasl 10,00 8,08 

Total Komponen Hasil (B) 40,00 32,43 

lndeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 63,70 

5. Berikut hasil antara dari masing-masing leading sektor 

Pemel'intah Kabupaten Kendal : 

No Hasil Antara Skala Nilai SumberData 

1 Kualitas 0 - 100 84,01 Arsip Nasional 

Pengetolaan (Memuaskan) Republik 

Arsip Indonesia 

2 Kualilas 0-100 30 (Kurang) Lemba,ga 

Pengetolaan Kebijakan 

Pengadaan Pengadaan 

Barang dan Barang/Jasa 

Jasa Pemerintah 
Republik 
Indonesia 

3 Profesionalttas 0-100 60,00 Sadan 

ASN (Sangat Kepegawaian 

Rendah) Negara 

4 Maturitas 0 - 5 3,038 Sadan 

SPIP Pengawasan 
Keuangan dan 
Pembangunan 

5 Kapabililas 0-5 2 Sadan 

APIP Pengawasan 
Keuangan dan 
Pembangunan 

6 Kepatuhan 0 -100 70,66 Ombudsman 

Temadap Republik 

Standar Indonesia 

Pelayanan 
Penyelenggara 
Pelayanan 

3. Pemerintah Kabupaten Kendal selama tahun 2020 telah 

menindaktanjuti sebagian besar rekomendasi perbaikan yang 

disampaikan oleh Kementtian PANRB sehingga terdapat 

perbaikan yang signifikan dalam penerapan Reformasi Birokrasi, 

baik tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Perangkat 

Oaerah. 

4. Ha~hat yang masih harus d lperhatikan untuk mengoptimalkan 
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program relormasi birokrasi adalah : 

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasl telah dibangun di tingkat 

Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah, namun 

kondisi pelaksanaan Refom,asi Birokrasi pada tingkat 

Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal jika 

dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Kabupalen; 

b. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi Reformasi 

Birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai 

perkembangan Refom,asl Birokrasl d i level Perangkat 

Daerah; 

c. Evaluasi atas kinerja para Agen Perubahan baik di level 

Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah guna 

mengoptimalkan program manajemen perubahan; 

d. Peta keterkaitan antara kebijakan bail< yang sederajat atau 

peraturan yang lebih linggi belum sepenuhnya cf,susun: 

e. Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 

s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkrij 

Penyaderhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB 

Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dlterapkan 

menyeluruh; 

f. Belum disusunnya peta proses bisnis terkalt penyederhanaan 

jabatan dan belum dllaksanakannya eveluasi temadap peta 

proses bisnis di beberapa Perangl<at Daerah; 

g. Penerapan E-Govemment di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kendal belum sepenuhnya optimal, sepel1i belum adanya Grand 

Design pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi belum 

terimegrasi; 

h. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOM antara 

lain mengenal tindak lanjul hasil assessment sebagai dasar 

pengembangan kalir individu berbasls kompetensi, penyusunan 

pereocanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human 

Capital Development Plan (HCDP) belum menyeluruh dan 

belum dilakukannya pemeu,an talenta sebagai dasar 

penempalan jabatan kriti<al dan rencana suksesi jabatan: 

I. Pemerintah Kabupaten Kendal lelah membangun aplikasi 

SAKIP yang terintegrasi mulai dari perencanaan ktner]a 
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(<>-Planning), penganggaran /e-budgeting), serta monitoring 

capalan klnerja (e-SAKIP), namun pengintegrasian yang ada 

belum sempurna. sehingga pemanfaalanya pun belum 

maksimal; 

j. Penguatan kebijakan pengawasan internal masih pertu 

ditingkalkan menyeluruh hlngga level Perangkat Daerah 

anlara lain penanganan gratifikasl, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, kebi)akan benturan kepenfingan serta 

penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 

k. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and 

C<Jnsulting:, 

I. lmplemenlasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan 

dalam hal sistem kompensasi kepada penerima layanan bila 

layanan tidak sesuai standar dan tindak lanjut alas hasil 

survei kepuasan masyarakat baru diberlakukan kepada 

sebaglan kecil OPD. 

5. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi petaksanaan 

evaluasi menun)ukkan hasil sebagai berlkut: 

a. Hasil survei internal terhadap 71 responden pegawa 

Pemkab Kendal alas kapasitas organisasi menunjukka 

indeks 2,34 (skala 4). Secara keseluruhan hanya 3 

responden yang memahami k.inerjanya. ukuran kfnerja da 

konlribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan 

responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya, ukura 

kinetja, atau kontribusinya terhadap kinetja organisasi. 

b. Survel eksternal terhadap masyarakat yang lelah merasaka 

pelayanan Pemerintah Kabupaten Kendal menunjukkan hasi 

sebagai beril<ut: 

E. TANTANGAN/HAMBATAN 

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasl telah menjadi prioritas 

nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasl Birokrasi pada 

lahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Refoonasi 

Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang 

berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. 

1. lntervensl Polilik. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari 
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tingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari 

lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat po/Hical 

appointee ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komltmen 

para pemimpin dalam menjatankan program Reformasl Birokrasi. 

Agenda-agenda Reformasi Birokrasi terhambat karena Pemimpin 

Perangkat Daerah kurang memiliki komltmen untuk mendukung 

Reformasi Birokrasi karena birokrasi diposisikan untuk 

mengamankan kepentingan polltik sehingga birokrasl menjadi tidak 

netrat. Dampak negatif intervensl politik ke dalam birokrasl dan 

ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat 

meningkat dalam hal korupsi kebijakan, misalnya alokasi anggaran 

yang tidak sesual dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga 

pelayanan dlskriminatif. Sltuasi ini dapat berkembang menjadi 

semakin negalif ketika tidak ada nilai-nllai antikorupsi dan etlka 

publik yang terintemarisasi ke dalam ASN, penerapan nilai-nilai 

budaya kerja yang telah dirumuskan dan dltetapkan tidak bisa 

dijalan sebagaimana mestinya. Demikian pula sistem dan maturitas 

aparat pengawas intemal pemerintah (SPIP dan APIP) yang masih 

rendah. 

2. lnkapabllitas ASN dan Mentalltas Silo 

Rendahnya kompetensi ASN mempersul~ pelaksanaan Refonnasi 

Birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahaml 

esensi Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan 

mentamas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda

agenda Reformasl Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa 

Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau 

sebaglan orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesualu yang 

berslfal administratif. 

Lebih mendasardalam masalah ini, kapasttas sumber daya manusia 

masih lemah sehingga tidak mampu menyusun dan melaksanakan 

program-program Reformasi Birokrasi. Secara spesifik, masih tinggl 

jumtah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memahami definlsi, 

maksud, dan pentingnya Reformasi Birokrasi. 

Pembentukan nm petaksana Reformasi Birokrasi di masing-fflasing 

perangkat daerah maslh menjadi perdebatan, apakah sebaiknya 

berbentuk struklural permanen atau tim adhoc. Kedua bentuk ti 
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tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-maslng, 

Sebagian besar program Reformasi Birol<rasi yang berjalan sampai 

saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan oleh tim yang 

bersifat adhoc. Tim ini merupakan gabungan pegawai dari berbagal 

Perangkat Daerah yang diberikan agenda pekerjaan tambahan 

untuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi unit yang 

bersangkutan. Tantangan besar bagi tim yang bersifat adhoc yaitu 

keterbatasan kapasitas tim untuk menjalankan dua fungsi sekallgus, 

yaltu sebagai lungsi yang melekat di unit induk dan fungsi sebagai 

pelaksana program Reformasi Birokrasi. Akibatnya, di beberapa 

perangkat daerah, ttm adhoc hanya bekerja ketika terdapat kegiatan 

evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Tantangan lainnya yaitu potensi perubahan komposisi tim yang 

cukup tinggi. Perubahan tim berdampak temadap kebutuhan waktu 

bagi pegawai baru untuk memahami dan beradaptasi temadap 

perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bertiubung tidak 

semua pegawai memahami Reformasi Birokrasi dengan baik. 

adaptasl tersebut seringkaU memakan waktu yang tldak sebentar. 

Dari berbagai kelemahan tersebul, tim Relormasi Birokrasi yang 

bersifat adhoc memiliki kelebihan yaitu cakupan kete~ibatan 

pegawai yang lebih luas memiliki potensi kepemilikan program 

Reformasi Birokrasi yang juga lebih tinggi. Berbeda dengan bentuk 

tim pelaksana Reformasi Blrokrasi yang bersifat adhoc, tim yang 

berbentuk permanen struktural juga menghadapi berbagai 

tantangan. Tantangan utama tlm Reformasi Birokrasi inl yaitu 

potensi semakin gemuknya struktur Perangkat Daerah yang 

Juga berdampak temadap semakin tingginya biaya karena 

penambahan struktur baru. Masalah lainnya yaitu terjadinya 

ove~pplng/lumpang tindih antara struktur yang sudah ada di 

masing-masing Perangkat Daerah dengan struktur pelaksana 

Relormasi Blrokrasi. Dari berbagai tantangan tersebut, masalah 

mendasar dari bentuk tim ini yaitu tingkat koordinasi yang sulit 

antara tim Reformasi Birokrasi dengan struktur lain karena pegawai 

lain menilai bahwa yang be~nggungjawab atas pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi hanya struktur tersebut, sedangkan struktur lain 

merasa tidak ikul bertanggungjawab atas pelaksanaan agenda 
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Reformasi Birokrasi. Hal ini tentu menjadi masaJah besar karena 

bertolak belakang dengan tujuan dllaksanakannya Reformasi 

Birokrasi yaitu untuk memperbaiki budaya dan kinerja hlngga 

ke level individual. Dengan demikian. agenda Reformasi Birokrasi 

pertu menyatu dalam agenda kelja di setiap perangkat daerah, 

bukan seolah be<diri sendiri terpisah dari struktur yang lain. 

3. Birokrasi Yang Tertutup (Closed-System Bureaucracy). 

Birok.rasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan 

partisipasi masyarakat terhadap biroluasi. Hal ini dikarenakan 

tldak ada interaksi antara birokrasi dengan lingkungan 

ekstemal. termasuk masyarakatsebagai penerima layanan publik. 

Akibatnya birokrasi menjadi tldak responsif terhadap berbagal 

kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi blrokrasi yang berkelas 

dunia, birokrasl harus mampu ber1<olaborasi dengan berbagai 

aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan 

pelayanan publlk. 

4. Keberhasilan pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi di Pemerintah 

Kabupaten Kendal tidak terlepas dari komitmen Bupati dan Kepala 

Perangkat Daerah. Beberapa Perangkat Oaerah yang 

memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasl Birokrasl, 

Kepala Perangkat Oaerah tersebut memmpin langsung 

petaksanaan Refoonasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi. 

Program yang fokus dan terarah. Beberapa Perangkat Oaerah telah 

berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan 

program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang 

memadal. Beberapa program.program rutin dan berskala kecil 

disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru 

yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar 

tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih 

intens diantara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaall<an untuk 

merubah budaya dan mindset aparatur sipil negara agar lebih 

lnovatlf dan kotaboratif. Hasilnya. program yang dibuat lebih 

menyasar pada kebutuhan masyarakat denga dampak yang lebih 

terasa dan terjadinya perubahan budaya Ofganisasi dan mindse 

ASN. Memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk 

melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sangat penting untuk 

memahami kompleksitas Reformasl Birokl'8$i dan kesenjangan 
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kompetensi aparatur sipil negara untuk melaksanakan Reformasi 

Birokrasi. Hal lni dibutuhkan agar kebijakan dan program Reformasi 

Birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondlsi di tiap-tiap 

instansi. Kegagalan memahami kompleksttas dan kesenjangan 

kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya 

Relormasi Blrokrasi pada kondisi yang frustasi dan stagnan karena 

target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandlngkan kemampuan 

organisasi dan personil merespon perubahan, Namun pertu 

diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasl tidak 

juga boleh tertalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat 

dirasakan, 
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BAB Ill 

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

Faktor lingkungan yang dimaksod dalam Road Map-Reformasi Birokrasi 

ini adalah context (konteks) di mana birokrasl beroperasl. Sedangkan isu 

strategis merupakan content (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses 

Reformasi Birokrasi. 

A UNGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI 

Lingkungan RefOIJllasi Birokrasi dalam Road Mep ini adalah 

beberapa ha! yang dapat mempeogaruhi jalannya program Reformasi 

Birokrasl. dlantaranya politlk dan kooptasl blrokrasl; penegakan dan 

kepaslian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta 

globalisasi dan transformasi digital. 

B. POtmSASI DAN KOOPTASI BIROKRASI. 

Dalam sejarahnya, keter1<aitan antara politik dan birokrasi tidak 

bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi 

juga bermula dafi keioginan untuk melakukan pemisahan antara politik 

dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Olah karena itu, 

netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan 

aparatur yang profeslonal dan kompeten. Adanya polltlsasl dan kooptasi 

politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, 

tidak netral, ber1<inelja rendah dan rentan tefhadap korupsi, kolusl dan 

nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum 

terbangun, pengawasan intern pemertntah yang masih inkapabel dan 

Immature, serta etika publik yang belum terpelihara. 

C. PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM 

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum. sangat 

diperlukan dalam Reformasl Birokmsi. Lemahnya penegakan hukum 

mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment. 

Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mend0<ong pemberian penghargaan 

bagi stJJkeho/der's yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Dernikian 

juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak,pihak yang tidak 

melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Relormasl B~okmsl. 

Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut pertu d~uangkan dalam 

regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas. 
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D. ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN 

Aspek admlnisttasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa 

prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan 

antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Struktur yang menduk:ung 

pemcapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan 

publik sehingga lidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak 

dapat beli<embang. Proses pelayanan yang tidak bert>asis prinsip 

efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat blrokrasl senantiasa 

mendapatkan sllgma yang negatif. Selain ~u rendahnya kapabi~as, 

kompetensi, dan kemampuan juga membual lemahnya profesionalisme 

dari aparatur negara. 

E. BUDA YA BIROKRASI 

Budaya kelja blrokrasl merupakan seperangkat nilai dan sistem 

berdasarkan pengalaman yang mengintemalisasi. Hal tersebut kemudian 

dlaplikasikan dalam slkap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan 

oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses 

panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai 

penyusun aspek konvensi lnfoonal yang diafirmasi dalam bentuk varlasi 

tata ketola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya kerja birokrasi yang 

negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan blrokrasi yang 

professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi 

menjadikan upaya mewujudkan birokrasl yang bersih dan ak:untabel 

kehilangan modalltas mendasarnya. 

F. GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadl rujUkan 

bersama bagi pemerlntahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi 

dunia yang lebih bail< dengan terwujudnya 17 tujuan beli<elanjutan pada 

tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDG 

diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya d. 

kancah global maupun regional. Seisin ltu, pada tataran global terdap 

sejumlah isu yang menarlk perhatian negara-negara di seluruh dunia, 

antara lain beli<aitan dengan pemanfaatan "Big Data', pelayana 

terintegrasi (integrated seNice), pelayanan yang lebih mengakomodi 

keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan artificial intelligence d 

ranah publik, Dalam era globalisasi , aparatur juga pert 
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mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, 

sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal. 

G. REVOLUSI INDUSTRI 4.0 

Perkembangan "Revolusi lndustri Tahap 4" (dikenal juga sebagai 

Revolusl lnduslTi 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru 

yang unik bagi pemefintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di 

Kabupaten Kendal. Selling dengan perkembangan teknologl, maka cara 

kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan 

masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan 

teknologl mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha 

data, dan Internet of Things (loT) akan mendorong pemerintah 

daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan 

layanan cerdas yang flekslbel dan tanpa batas bagi masyarakat. 

Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat 

untuk menyampaikan asplrasi dan mengkritisi area sektor publil< yang 

seta.ma ini terbatas menjadi ranah ekslus~ pemerintah. Pada saat yang 

bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan 

pef1<embangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan 

di era Revolusi lndustri 4.0. Guna menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Kendal telah 

mencanangkan program Sm8rl City. 

H. ISU-ISU STRA TEGIS REFORMASI BIROKRASI 

lsu strategis Reformasi Birokrasi edalah beberapa hal terkini yang segera 

direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan 

birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan 

teknologi. 

1. Penyederhanaan Struktur Dan Kelembagaan Birokrasi 

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk 

mendapatkan profil kelembagaan pemerinlah yang tepat fungsi, 

tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini 

dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam 

pencapaian birokrasi kelas dunia Untuk mencapai hal tersebut 

maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi 

menjadl salah satu area perubahan darl refonnasl birokrasi yang 

Rood Mop Kabupaten Kendal Tahun 2021-2016 



harus dilaksanakan. Penyedertianaan struktur dan kelembagaan 

birokrasi merupakan Langkah awal dalam transfomiasi 

kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan 

penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju 

terwujudnya Smart lnstilution. Penyederhanaan birokrasl 

merupakan tlndak lanjut pidato Presiden pada sidang paripuma 

MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyedertianaan blrokrasi 

tersebut dllakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi 

menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua 

level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan 

birokrasi tersebut sudah dimulal dengan ditetapkannya 

Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, 

yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organlsasl 

kementerian mangutamakan kelompok jabatan fungsional. 

Tetapi untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemarintah 

Kabupaten Kendal masih menunggu regulasi yang pasti sebagai 

landasan hukumnya. 

2. Transformasi Digital 

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada 

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan 

teknologi, khususnya teknologl digital. Tantangan global menuntut 

para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses

proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. lsu 

lni menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan 

langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia 

di tahun 2025. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kendal harus 

melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola 

SPBE yang t8fl)adu dalam rangka mendukung transformasi proses 

bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan 

bergerak dan layanan cerdas yang flekslbel dan tanpa batas. 

3. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia 

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai 

strategi dalam pelaksanaan misl Nawacita dan pencapaian 

sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 

Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan 

lnfrastruktur. Penyederflanaan Regulasl. Penyederhanaan 

Rood Map Kobupaten Kendal Tuhvn 2021·2026 



Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. PengarahaJ'I Presiden 

dimaksud dijabarl<an dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kendal sejalan dengan Visi dan Misinya Bupati terpilih. 

Gambar5. 

ARAHAN UTAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Pcnyo,forlwnoan_ 
Rcgula,si 

Pcnyt:derhanaan 
BirokrMi 

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden 

tentang pembangunan naslonal di alas adalah memastikan setiap 

programlkegiatan dllakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima 

sasaran tersebut. Dalam hat pembangunan SOM, Reformasi Birokrasi perlu 

mendorong setiap ASN agar memlllkl keterampilan dan kompetensi speslfik 

yang dapal membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam 

hal pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasl berperan untuk memastikan 

penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala 

penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan 

pengawasan pada proyek-proyek srategis naslonal. Dalam ha.I penyederhanaan 

regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terl>entuknya regulasi yang ideal di 

mana kuantitas regulasl perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak 

yang leblh baik, satah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan 

Omnibus Law. Selaln ltu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka menciptakan 
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kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan 

efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas 

instansl. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu 

dilakukan dengan memangkasberbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan 

berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organlsasl 

menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dnakukan untuk 

menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai b1aya yang 

mengakibatkan ekonoml blaya tinggi. Dalam ha! transfonnasi ekonomi, 

Refonnasi Birokrasi perlu mengarahkan dan memastikan bahwa setiap program 

dan keglatannya dirancang untuk sebesar•besamya kesejahteraan rakyat dan 

memangkas berbagal biaya birokrasl yang menyebabkan in• efislensl dan 

pemborosan 
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BAB IV 

SASARAN DAN STRA TEGI 

PELAKSANAAN REFORMASI 

BIROKRASI 2021-2026 

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap 

lingkungan strategis pelaksanaan Reformasl Birokrasl, maka ditetapkan 

tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategl pelaksanaannya. 

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasl yang ditetapkan diharapkan dapat 

menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu 

menjawab lsu-lsu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. 

Simpulan alas : 1). evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2016-

2020, 2). lsu strategis Reformasi Blrokrasl ke depan; 3). Arahan utama presiden 

tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasl yang bail< 

dan bersih, masih pertu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan 

bersih adalah birokrasi yang berlntegritas dan bebas dari bertiagai bentuk 

penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adapt~. responsive dalam 

memberikan pelayanan. kapabel/mampu menjadi mesln utama pembangunan 

nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Alas 

dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang d~etepkan dalam Road Map -

Reformasi Birokrasl lni adalah diarahkan pada penciptaan prolll birokrasi 

tersebut. 

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapalan tujuan dan 

sasaran, d~etapkan juga indikator tujuan dan indlkator sasaran Reformasi 

Birokrasi . Penetapan indlkator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat 

mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena 

menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh 

Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasl 

Birokrasi. 
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Gambar6. 
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI 

BIROKRASI 

lndlkator Outcome : 

lndeks Reformasi Birokrasl 

lndllc:atof :Ka.sus ltorupsl 

1. Nllai SAKIP l. 

2. Oplnl WlP BPK 2. 

3. 

A. TUJUAN 

lndilultor : tndikator: 

lndek.s kelembagaan 1. lndeks Pelayar 

lndeksSPBE 
Publik 

lndcks 
Profesionalitas ASN 

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026 adala 

menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan In 

dlukur melalui indikator global diantaranya: Ease of Doing Buslnes 

(Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank 

Corruption Perceptions Index (lndeks Persepsl Korupsi) ale 

Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingka 

Efektifrtas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank. dan Trus 

Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roa 

Map - Reformasi Birokrasi 2021-2026, setiap indikator leisebut juga aka 

di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambila 

Road Map l(obupqten Kendal Tahun 2021~2026 
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keputusan yang terl<ait dengan strategis Refom,asi Birokrasi pada 

berbagai tingkatan. 

B. SASARAN 

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga 

sasaran pembangunan. Sasaran Refonnasi Biroklasi disesuaikan dengan 

sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana 

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020-2024 yang juga akan digunakan sebagal sasaran Reformasi 

Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Refom,asi Birokrasl, yaitu: 

a. Birol<rasi yang Bersih dan Akuntabel; 

b. Birol<rasi yang Kapabel: 

c. Pelayanan Publik yang Prima; 

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini me11.1pakan 

pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. 

Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan 

kebertanjutan dari sasaran Refom,asi Birokrasl perlode sebelumnya 

dengan mempematikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut 

gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya 

dengan sasaran Reformasi Birol<rasi 2021-2026. 

Gambar7. 

PERBANOINGAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI ANTAR PERIOOE 

SASARAN RB 2019-2023 

1. Sirokrasi yang bers:lh dan akuntabel 
2. Sirokrasi yang efektif dan eflsien 
3. Birokrasi yang memillki pelavanan 

pubiik berkualitas. 

SASARAN RB 2021 -2026 

1. Birokrasi yang Bersih 
dan Akuntabel 

2. Birokrasi yang Kapallel; 
3. Pelayanan Publik yang Prima. 

Terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran yang akan menjadi tolok uku 

kebemasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2026. Di bawah ini adala 

rincian lndikator Sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2026 bese 

baseline tahun 2020 dan target pada tahun 2026. 
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Tabel7 
INOIKATOR SASAR.AJII REFORMASI BIROKRASI 2021 -2026 

.... Ter~ I 
QQ1a 1h T8flle1 Tan11n ke -$ASAAAN IN~KATOR SASARAN "'"' 
)20:10) (20'21) (2022) (2023) (2024) (2()20) 002'>) 

-·· 61 39 6441 ,. 87,75 68.32 89,2 72,00 

81f'Oltr~ ~ ng lncfeilt$ P9ril;iku Anti 0 0 0 0 0 0 0 
betalh dan Koruf)Q I Ka8tl6 ~OOJP$! 
ekulltabel 

Nllai SAK.IP 66,31 ..... 70,56 72,55 74,.5~ ~.M 60.00 

OpriWTP8Pt< WTP WTP wrP wn> W1P W1l' WIP 

Birokrosi lndeb Keletnbagaal\ 

'"" ..... 32,85 ,z .. 32,90 32,92 32.90 3",-00 
t<,-; 

kliaks SPBE 
.,,. '·"' ,, . .... 3,75 3,91 3,05 

lndeks Pr<>fetlOf\8111.8$ 
75,..:o ,.,,. ·•·= ·~·· n.28 77,78 80.00 -

Pefoy:,osn 
P,~ 

lndek Pl!hly81\afl Plllllil 83, 11 8 1.11 lf7,>1 87,77 88,17 .. ,., .. ,_ 

yang Prtne 

C. STRATEGI PELAKSANAAN 

Oalam rangka memastikan pencapalan tujuan dan sasaran Roed 

Map - Reformasi Birokrasi 2021-2026 tercapai. strategi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi harus d~etapkan sebaik mungl<ln. Road Map -

Reformasi Birokrasi 2021-2026 ini menetapkan hai- hal baru yang tidak 

ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap 

mempertahankan hal-hal baik yang d ianggap efeklif darl Road Map 

periode sebeiumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adaiah 

ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar 

ketercapalan perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. 

Adapun d iantara hal yang masih tetap dipertahankan dari Road Map 

periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Refonnasi 

Birokrasi kedaiam tingkatan nasional dan instansional serta 

pelaksanaan qulckwln pada tingkatan nasional dan instansional. Secara 

umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan 

Refonnasi Birokrasi 2021 -2026 dapat terlihat pada gambar di bawah ini. 

R 
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Gambar 8. 

HUBUNGAN ANTARA T\JJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI 
DENGAN STRA TEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026 

Secara umum (secara nasional) pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi 

ke dalam dua tingkatan pelaksanaan. yaitu: 

Nasional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasl Birokrasi dlbagi ke 

dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso. 

Makro. Tingkat pelaksanaan mato'o me,-,cakup penetapan arah kebijakan 

Reformasl Blrokrasl secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian 

program-j)rogram Reformasi Birokrasi pada tingkat. meso dan mikro. 

Meso. n ngkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasl 

Birol<rasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. lnstansi 

tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebljakan inovatil, 

menerjemal\kan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan 

tersebul. serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya. 

lnstansional. Pada tingkat instansional, dlsebut juga dengan tingkat 

pelaksanaan mlkro, mencakup lmplementasi kebijakan/program Refonnasi 

Birokra.si pada masing-masing Perangkat Oaerah. Kebijakan tersebut 

seoagaimana digariskan secara nasional melalui program makro. pogram 

meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi 

bagian dari upaya percepatan Relonnasi Birokrasi yang selaras dengan 

program Reformasi Birokrasi Nasional. 

Road Map Kobu,>oce,, Kendal Tohun 2011~2016 



Gambar9. 

TINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

• 

0 . PROGRAM-PROGRAM 

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birol<rasi dilakukan 

melalui program-program prioritas yang dlpandang strategis, cepat dan 

efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi 

Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang fingkup dari 

implementasi program ttu sendiri, yattu program makro, meso, dan mikro. 

1. Program Makro 

Pada level makro, program pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

fokus terhadap upaya dalam menetapkan arah kebijakan nasion 

serta upaya untuk mengawal agar implementasi kebijaka 

tersebut befjalan sesuai dengan Road Map - Reformasl Blrokras 

2021 - 2026. Terkait dari waktu pelaksanaan Road Map- Reforma 

Birokrasi 2021 - 2026. level makro juga memastikan aga 

pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi betjalan sebagaiman 

kerangka waklu Road Map sebagai berikut 

~.1-.. 
~ 
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Gambar 10. 

KERANGKA WAKTU ROAD MAP - REFORMASI BIROKRASI 
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2. Program Meso 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan 

pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau 

cascade down dari 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Setain 

itu, sesuai dengan RPJMD 2021-2026 menetapkan lndeks 

Reformasi Birokrasi sebagai sasaran yang wajib capai oleh 

Pemerintah Daerah, maka seliap Perangkat Daerah leading sektor 

harus memastikan pelaksanaan program-program meso 

memprioritaskan pencapaian sasaran program. Berikut dttetapkan 

Sasaran Program Dan Perangkat Daerah pengampu serta 

kegiatan/lema yang mendukung pencapaian sasaran program. 

Tabel 8 
SASARAN LEVEL MESO REFORMASI BIROKRASI 2021-2026 

SASARAN 
PROGRAM 

LEADING 
SECTOR 

KEGIATAN 

Sasaran 1. Birokrui yang Ber.,ih dan Akuntabel 

1. 1 Menguatnya lnspektorat 
integritas dan budaya Daerah 
antikorupsi dalam 
blrokrasl 

Rood Map Kobupaten Kendal Tahun 2021~1016 

1. Pembangunan Zona lntegrtt di 
Perangkat Daerah khus nya 
pada pelayanan yang sir egis 
dan berisiko. 

2. lnduksi antikorupsi k ada 
Kepala Perangkat Daerah. 

3. Penyusunan kebijakan t tang 
Pecloman Umum Pembang nan 
Jntegritas ASN. sebagai asar 
terbangunnya budaya integritas 

awaiASN. 
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1.2. Terciptanya 
pengawasan 
yang independen, 
profesional, dan 
sinergis 

1 .3Menguatnya 
manajemen kinerja 
dalam sistem 
pemerintahan yang 
efeklif, efisien, dan 
akuntabel 

Badan 
Kepegawaian 
Peodidikan dan 
Pelatihan 

Dinas 
Peodidikan dan 
Kebudayaan 

Oinas 
Komunikasi dan 
lnfom,atika 

lnspektorat 
Oaerah 

Badan 
Perencanaan 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Road Map Kabuporen Kendal Tohvn 2021-2026 

lnduksi antikorupsi kepada SN 
melalui pendidikan pelatihan, seperti 
pendidikan petatihan Sa, 
leadership, innovation, dll. 

1. Pembentukan kurikulum dan 
proses pembelajaran ang 
memiliki muatan antikorupsi. 

? Tenaga pendidik yang mat,, pu 
menerapkan kurikulum dan 
memberikan teladan praktik anti 
korupsi. 

uiseminasi konten antikorupsi m, lalul 
berbagai saluran media c lak, 
lllektronik, dan sosial. 

1. Pembinaan, pengawasan dan 
evaluasi terhadap kine,ja ~ arat 
Pengawasan Intern Peme, nlah 
(APIP). 

2. Menlngkatkan sinergitas de gan 
perangkat daerah. I' 

3. Meningkatkan sinergttas f-PIP 
dengan pemeriksa eksternal 

(BPKJ. t 
4. Menetapkan peraturan b pati 

mengenai kebijekan dan 
manajemen risiko di pemerr tah 
daerah. 

5. Membentuk sistem maal aje-
men risiko. 

6. Membuat panduan hubu gan 
ke,ja antara pengampu j; ~ tan 
fungsional risk officer dan Al}arat 
Pengawas Intern Pemer ntah 
(APIP), 

t. Memastikan perencdaan 
berbasis kinerja. 

2. Memastikan program-pr ram 
yang direncanakan s suai 
dengan tujuan dan sa: ~ran 
pembangunan daerah. 

3. Men)amin keterhubungan tu uan, 
sasaran. dan pre ram 
pembangunan antar ber agai 
sektor. 

4. Memanfaatkan teknblogi 
infom,asi dan komunikasi dr lam 
proses perencanaan dan 
penganggaran. 

5. Menclptakan lnteropera('ility 
antara sistem perenca ~an, 
oennannnaran. dan kiner di 



SEKKRETARIAT 
OAERAH 
(Bagian 
Organisasi) 

Sadan 
Pengetolaan 
Keuangan dan 
Aset Oaerah 
Dinas 
Komunikasi dan 
lnformatika 
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daerah. 
6. Melakukan monitoring men enai 

pelaksanaan perencanaan dan 
penganggaran berbasis kine ja di 
Perangkat Oaerah. 

7. Melakukan pengemba gan 
kompetensi kepala Pera gkat 
Oaerah dalam perancanaan dan 
penganggaran berbasls kine a. 

. Memastikan ketersambur gan 
antara tujuan, sasaran, dan 
indikator kinerja dr lam 
perencanaan pembangun n di 
perangkat daerah daerah. 

, Metakukan eva uasi 
ketersambungan antara tu uan, 
sasaran, indikator kinerja, dan 
pelaporan pelaksanaan. 

3. Memperbaikl ukuran ki erja 
outcome di setiap prograr dan 
kegiatan di perangkat daera 

. Meningkatkan kl litas 
evaluasi penerapan SAKlb di 
perangkat daerah, 

. Menetapkan kebijakan 
mengenai pening atan 
kompetensi dan pembuda aan 
kinerja dalam perencanaan dan 
penganggaran. 
Menetapkan Pera uran 
Bupati tentang Ped1man 
penltalan _klnerja individu k¼i. erja 
orgarnsas1. 

' . Menggunakan info asi 
klnerja sebagai dasar tam 
menyusun proses bisnis inti mal 
pemerintah. 

8. Menetapkan Peraluran B/Jpati 
mengenai penggunaan car;>aian 
kinerja sebagai dasar f ntuk 
pemberian lunjangan kinerj . 

Memastikan pengang aran 
berbasis klnerja sesuai de •gan 
mandat U U 1712003 le tang 
keuanC1an neoara. 
Melakukan koordinasi ber 1a ma 
dengan Sadan Perencahaan 
Penelitian dan Pengembanga~ dan 
Sadan Pengelolaan Keuanga~ dan 
Aset Oaerah dalam 
pengintegrasian berbagai s ~lem 
perencanaan, penganggaran. dan 
klneria di Pera,,,,kat Oaerah. 



1.4 Meningkatnya 
fairness, 
transpa.ransf, 
profeslonalisme, dan 
nondiskriminatif 
dalam sistem 
pemerintahan 

Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Oinas 
Komunikasl dan 
lnformatika 

SEKRETARIAT 
OAERAH (Bagian 
Protokol dan 
Komunikasi 
Pimoinanl 
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1. Melakukan diklat peningketan 
kompetensi manajemen 
kinerja ASN. 

2. lnternalisasl budaya ki erja 
dalam berbagal pela han 
ASN. 

3. Penylapan aplikasi info, 
1
1asi 

PNS terintegrasi de gan 
pemerintah pusat. 

4. Penyusunan Peraturan B pati 
terl<aa pengelolaan infor 1asi 
dan data penilaian ki etja 
PNS. 

5. Penyusunan Peraturan B patl 
terl<aa tata cara s rvei 
perilaku kerja secara tart, up. 

6. Penyusunan Peraturan B pall 
t.erl<ait peningkatan ki erja 
pegawal sebagai d asar 
pemberian penghargaan. 

1. Penyediaan lnfratruklur dan 
aplikasi pemanfaatan one 
data system untuk perum san 
kebijakan dan pengam ilan 
kepulusan, 

2. Efektivaas PPIO d lam 
mewujudkan 
infom1asi publik. 

keterbu aan 

3. Mendorong dlgltallsasl dan 
transparansi berbr gai 
informasi di pemeri ,tah 
daerah. 

4. Menyediakan berbagal ata 
yang dibutuhkan untuk 
mendukung one-data sys em, 

5. Memberikan kemudahan 
akses kepada sel Jruh 
pemangku kepentingan d lam 
perolehan data untuk berb gal 
kepentingan secara terbu a. 

6. Memastikan slstem keam nan 
data aplikasi dan infrastr ktur 
datam penyelengga aan 
SPBE. 

Mendorong dan memperk"\'t 
partisipasi berbagai pema?gku 
kepentingan (masyarakat, priwte 
sector, dan dunia usaha) d lam 



1.5Reviu terhadap 
berbagai peraturan 
perundang
undangan 

Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan 

SEKRETARIAT 
DAERAH (Bagian 
Pengadaan Barang 
dan Jasa) 

SEKRETARIAT 
DAERAH (Bagian 
Hukum) 

Saaaran 2. Birokrasi yang Kapabel 

2.1 T ertatanya 
kelembagaan 
pemertntah 
daerah yang 
berbasis kinerja 
dan prinsip 
efislensl 

SEKRETARIAT 
DAERAH 
(Bagian 
Organisasi} 

Rood Map Kabupaten Kendal Tohun 2021~2026 

pembuatan dan implementasi 
kebljakan di daerah. 

1. Menetapkan dan implement
tasi kebijakan pengelo aan 
arsip berbasis digital. 

2. Memperkuat knowledge 

management m1
1
ialui 

digitalisasi arsip. 

1. Mempel1uas database ran 
implementasi e- catalog. 

2. Meningkatkan SN 
bersertifikasi dan Jat,ptan 
fungsional dalam peng~aan 
barang dan jasa. 

3. Melaksanakan pengaw san 
rencana, penganggaran, dan 
pelaksanaan penga, aan 
barang/jasa. 

1. Memperkuat koordinasi uf luk 
melakukan harmon sasi 
regulasi, 

2. Mendorong regulasi ,nau 
deregulasi berblagai 
peraluran perundang -
undangan berdasarkan rsil 
rev1u. 

3. Mendorong penyederha 
I 

an 
reguiasl pada setlap jenrang 
level peraturan perundan an
undangan. 

4. Meningkalkan kompe\ensi 
ASN sebagai peran~ang 
peraturan perund~ng• 
undangan (legal draflef1. 

1. Memastikan slf\'klur 
organisasj pemeT' tah 
berbasis kinerja. 

2. Menetapkan kebijfkan 
penyederhaan eselon 3 dan 
4 secara bertahap dan 
selektif. 

3. Melakukan 
evatuasi 

.... : .. . ...., . 
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2.2Penyederhanaan Dinas Komunikasi 
proses bisnis dan clan lnformatika 
tata Kelola 
berbasis teknologi 
infomlasi dan 
komunikasi 

2.3Meningkatnya 
profesionaJtsme 
ASN berbasis 
sistem merit 

Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Badan Kepegawaian 
Pendldikan dan 
Pelatihan 

Rood Mop Kobupate11 Kendal Tohun 20214 2026 

pelaksanaan 
kelembagaan 
dilakukan. 

penaiaan 
yang telah 

4. Melakukan monnoring 
evaluasi atas pelaksanaan 
kebijakan pemisahan antara 
pembuat kebijakan (Ro/icy 
make() dan pelak~ana 
kebljakan (policy 
implementing agency) di 
perangkat daerah. 

1. Percejlatan pelaksahaan 
SPBE di tingkat Perangkat 
Daerah. 

2. Memperkuat if)(eroperabR/ty 
system antar perangkat 
daerah baik secara ve.rtical 
maupun horizontal. 

3. Memastikan teknologl 
informasi dan komurlikasi 
yang digunakan oleh 
pemerlntah daerah dan 
peran9kat daerah dalam 
membangun dan 
melaksanakan SPBE 
memiliki keandalan dan 
secara teknis mendukung 
inleroperability system. 

Mengembangkan kurikulum dan 
pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan untuk pengembangan 
kompetensi p09awai ,yang 
menjalankan SPBE. 

1. Membangun sistem informasi 
ASN secara nasional. 

2. Mengarusutamakan 
evidence- based policy 
dengan melibatkan pemangku 
kepentingan, seperti pernuru
an tinggi, riset, dan lembaga 
penelitian pada KIL sebagai 
proses dan metode anatisis 
dalam setiap proses 
kebijakan yang dilakukap. 

3. Mengusulkan pembentukan 
jabatan fungsional risk officer 



Sadan Perencanaan 
Penerllian dan 
Pengembangan 

Rood Mop Kobuparen l(e11dol Tohun 2021•2026 

(peoelaah risil<o) Sinkronisasi 
kebijakan pola ~arir 
berbasis pada manajemen 
talenta nasiooal dan 
berorientasi terhadap 
keahlian (experose) dan 
profesionalisme jab~tan 
fungsional sebagai tindak 
lanjut dari penyederhanaan 
birokrasl melalui penyetaraan 
jabatan administrasl ke 
dalam jabatan fungsional. 

4. Memastlkan dan melakukan 
pendampingan serta 
monitoring dan e~aluasi atas 
penyusunan dan 
lmplementasl pofa karir dan 
manajemen talenta pada 
setiap perangkat daerah 
berjalan dengan efektif. 

5. Melakukan kajian 
komprehensff pemben1\lkan 
daemh talent management 

6. Memasukan kurikulum 
pembuatan dan implementasi 
serta analisis kebijakan publik 
dalam semua jenjang 
kediklatan ASN. 

7. Melakukan pelatihan m~asi 
risiko da&am semua jenjang 
kediklatan dan bidang. 

8. Mengusulkan sertifikasi 
manajemen risiko bagi 
jabatan fungsiooal ASN. 

1. Memperkuat dan mendorong 
evidence-based policy 
deogan mefibatkan pem~ngku 
kepenfingan, seperti perguru
an tinggi, riset, dan lembaga 
penelitian pada level 
pemerintah daerah. 

2. Mendorong Perguruan Tinggi 
untuk seeara aktlf ti>~ibat 
dalam berbagai proses 
perumusan dan pengem
bangan evk!enc&- based 
policy pada pemerintah 
daerah. 

~ 
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2.4 Meningkatnya 
kepemimpinan 
11ansformalif 
untuk 
memperbaikl 
kinerja birokrasi 

Sadan Kepegawaian 
Pendidil<an dan 
Pelatihan 

1. Memperoaiki sislem 
pengajaran diklat yang 
berbasis studi kasus dan 
proyek perubahan. 

2. Melakukan perubahan 
kelembagaan diklat 

Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima 

3.1 Menguatnya Sel<retariat Oaerah 
pelayanan publik (Bagian Organlsasl), 
yang responsif Oinas Penanaman 
dan berdaya saing Modal dan 

3.2 Peroepatan 
peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pin\\J, Oinas 
Komunikasi dan 
lnformatika 

Badan Perencanaan 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Badan Perencanaan 
Penelltlan dan 
Peogembangan 
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1. Mendorong penerapan 
keb1Jakan pelayanan pubik 
(Stadar Pelayanan. 
Maklumat Pelayanan, dan 
SKM). 

2. Mendorong sistem pelayan-
an yang terpadu dan 
terlntegrasi. 

3. Mendorong menerapkan 
sistem pengelolaan pengadu
an yang terintegrasi, Juntas 
dan be<l<elanjut,n dalam 
rangka pengelolaan 
pengaduan yang efektif dan 
responsive. 

Mendorong Perangkat Oaerah unwk 
mengembangkan inovasi pelayanan 
publik. 

1. Penguatan kebijakan untuk 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 

2. Mendorong Perangkat Daerah 
untuk melakukan percepatan 
peningkatan kuaJttas 
pelayanan pubfik melalui 
inovasi dengan pembinaan 
inovasi pelayanan publl< 
secara terus meoerus dan 
berkelanjutan, yattu: 
1) Mendorong penclptaan 

inovasi dalam rangka 
mendapatkan data dan 
informasi inovasi -serta 
inovasi yang Jerseleksi 
sesuai s1andar nasional 
melalui Kompetisi lnovasi 
Pelayanan Publik. 



2) Mendorong pengembang-
an inovasi melalui 
pengembangan lnovasi 
dalam rangka 
penyeba~uasan 
pengetahuan dan repl~asl 
inovast 

3) Mendorong pelembagaan 
inovasi dalam rangka 
kebertanju1an movasi 
melalui kebijakan dan 
pembinaan yang ferus 
meoerus. 

Oinas Komunikasi Meningkatkan pelaksanaan SP4AN-

dan lnfonnatika U\POR! guna menjawab pengaduan 
masyarakat. 

Sadan Kepegawalan Membangun profesionalitas ASN di 
Pendidikan dan bidang pelayanan pubtik. 

Pelatihan 

Oinas Penanaman 1. Mengkoordinasikan 

Modal dan penyedemanaan prosedur 

Petayanan T e,padu 
.. 

penz<1an pada seluruh 

Satu Pintu stakeholderterl<aa. 
2. Mendorong implementasi om, 

single submission (OSSJ. 

Hasil pada program Meso ini akan dlukur dengan menggunakan 

beberapa indikator antara pada setiap sasaran Reformasl Birokrasi. 

Perangkat Daerah yang tugas dan kewenangannya ter1<alt dengan 

indlkator antara ini wajlb untuk metaporkan perkembangan capaian 

indikator tersebul kepada Bupali setiap tahunnya. 

Tabel 9 

INDIKA TOR PROGRAM PADA SETIAP SASARAN REFORMASI BIROKRASI 

TARGET 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 2026 
Blrokrasi yang 1 Persentase Perangkat Daerah dengan 100 % 
bersih aan lndeks Perilaku Anti Korupsi level balk 

akuntabel 2 Persentase APIP dengan lndeks 100% 
Kapabilaas APIP minimal level 4 

Road Mop KobQpoten Kendal Tohun 2021·2026 



3 Persentase Perangkat Daerah dengan 100%! 
lndeks Maturitas $PIP minimal level 3 

4 Persentase Perangkat Daerah dengan 100 % 
Predikat SAKIP minimal A 

5 Persentase dengan Oplni BPK minimal 100 o/<i 

WTP 

6 Persentase Perangkat Daerah dengan 100 % 
lndeks Pereocanaan balk 

7 Persentase Perangka\ Daerah dengan 100 ~ 
lndeks Refonnasl Hukum baik 

8 Persentase Perangkat Daerah dengan 100 -ro 
lndeks Tata Ketola Pengadaan Barang 
dan Jasa baik 

Birokrasi yang 1 Persentase Perangkat Oaerah dengan 100% 
kapabel lndeks Kelembagaan baik 

2 Persentase Perangkat Oaerah dengan 100% 
predikat penilaian SPBE minimal Baik 
(lndeks SPBE 
>2,6): 

3 Persentase Perangkat Daerah dengan 100% 
lndeks Peogawasan Kearsipan baik 

4 Persentase Perangkat Oaerah dengan 100 % 

lndeks Profesionalltas ASN baik 

5 Pe.-sentase Perangkat Daerah dengan 100% 
lndeks Tata KelOla Manajemen ASN baik 

6 Persentase Perangkat Daerah lndeks Merit 100% 
Sustem baik 

7 Persentase Perangkat Oaerah daerah 100% 
dengan lndeks Kualitas Kebijakan baik 

8 Persentase Perangkat Oaerah dengan 100 % 
I mimnlnan Peru •-'k 

g Pe,sentase Perangkat Daerah dengan 100% 
lndeks Pemerintahan Dae,ah baik 

10 Persentase Perangkat Daerah dengan 100% 
lndeks Pengelolaan Keuangan baik 

11 Persentase Perangkat Daerah dengan 100 'Al 
ndeks Pengelolaan Asel baik 

Pelayanan 1 Persentase Perangkat Daerah dengan 100% 

Publik yang ndeks Pelayanan Publik bail< 

Prima . 

Dalam rangka memastikan setiap Perangkal Daerah penanggungjawab 

indikator dan program meso melaksanakan program tersebut, maka setiap 

Perangkat Daerah penanggung jawab harus menyusun rencana aksl 
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pelaksanaan program. Rencana aksi ini akan di monitor dan evaluasi 

secara ber1<ala (tiga bulanan) oleh Sekretaris Daerah Tim Pelaksana 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal. 

3. Program Mikro 

Setelah ditetapkan program level meso, selanjutnya adalah kegiatan mikro 

yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat 

Daerah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi. 

Al<tffitas mikro seperti label berikut berdasarkan kepada sasaran 

Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi 

Birokrasl dan program di level meso. 

Tabel 13. 

KEGIATAN LEVEL MIKRO REFORMASI BIROKRASI 

2021-2026 

Birokrasl Birokrasi Pelaya-

Program 8 

Area lndikator Kegiatan 

Peru bah an 

Manajemen . lndeks Kepe- 1, Pengembangan 

perubahan mimpinan dan penguatan 

Perubahan 
nilai-nitai untuk 
meningkatkan 
komitmen dan 
lmplementasi 
perubahan 
(reform): 

2. Penguatan nilai 
integritas: 

3. Pengembangan 
dan penguatan 
peran agen 
perubahan dan 
role modet, 

4. Pengembangan 
budaya kelja dan 
cara kerja yang 
adaptff dalam 
menyongsong 
revolusi industry 
4.0; 

Rood Mop Kobvpoten Kendo!Tohun 2021-2025 

yang 

bersih 

dan 

akuntabel 

V 

yang 

kapabel 

V 

,:.a..:, 
-'"•• 

nan 

publik 

yang 

prima 

V 
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Penataan . lndel<s 1. Melakukan V 

peraturan Reformasi identifikasi clan 

perunclangan Hukum pemetaan regulasi 

/ deregulasi , . lndeks lingkup IP 

kebijakan Kualitas (menghilangkan 
Kebijakan overlappi,:,g 

peraturan); 
2. Deregulasi 

aturan yang 
menghambat 
birokrasl; 

3. Penguatan 
Sistem Regulasi 
Nasional di lingkup 
IP~ 

4. Melakukan 
perencanaan 
kebijakan yang 
meliputi agenda 
setting dan 
lormulasi 
kebijakan: 

5. Melakukan 
evatuasi 
kemanfaatan 
kebijakan yang 
telah disusun. 

Penataan 4. lndeks 1. Asessment V V V 

organisasi I Kelembaga- organisasi 

kelembagaan an berbasis kinerja; 
2. Restruldurisasf 

(penyederhanaan) 
kelembagaan IP 
berdasarkan hasil 
asesment. 

3. Membentuk 
struktur organisasi 
yang tepat fungsl. 

Penataan 5. lndeks SPBE 1. Peoerapan tata V V V 

Tatalaksana 6. lndeks kelola SPBE; 
Pengawasan 2 . Penerapan 

7. lndeks manajemen 
Pengelolaan SPBE; 
Keuangan 3. Penerapan 

8. fndeks layanan SPBE; 
Pengelolaan 4. Mengintegrasikan 

Asel pemanfaatan IT 
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9. lndeks dalam tata kelola 
Pemenntah- pemerintahan: 
an Daerah 5. lmplementasi 

manajemen 
kearsipan modern 
dan handal (dari 
manual ke digital): 

6. Melakukan 
pengelotaan arsip 
sesuai aturan: 

7. Mengimplemenlas 
lkan digitalisasi 
arsip: 

8. Melakukan penge-
lolaan keuangan 
secara tepat dan 
sesuai aturan; 

9. Melakukan penge-
lolaan alas aset 
sesuai dengan 
kaedah dan aturan 
yang berlal<u: 

10. Penguatan 
implementasi 
keterbukaan 
informasi publik; 

11. Pengembangan 
proses bisnis 
instansi dan unit: 

12. Penyelarasan 
proses bisnis dan 
SOP. 

Sistem 10. lndeks 1. Menerapkan 
manajemen Profesionalit prinsip- pnnsip 

SOM asASN manejemen 
11. lndeks Merit ASN secara 

System professional; 
12. lndel<.s Tata 2. lmplementasi 

Kelola manajemen ASN 
Manajemen berbasis merit 
ASN system; 

3. Penetapan 
ukuran kinerja 
individu; 

4. Monitoring dan 
evaluasi kinerja 
lndMdu secara 

Road Mop Kobupqten Kendal Tohun 2021-2026 
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berkala; 
5. Penguatan 

implementasi 
Reward and 
Punishment 
berdasarkan 
kinelja; 

6. Pengembangan 
kompetensi dan 
karir ASN 
berdasarkan 
hasil/monitoring 
dan evaluasi 
Klnerja dan 
kebutuhan 
organisasi; 

7. Pemanfaatan IT 
dalam manajemen 
ASN; 

8. Pengembangan 
nilai-nilai untuk 
menegal<l<an 
integritas ASN; 

9. Pengembangan 
implementasi 
Manajemen 
Talenta (Talent 
poo~; 

10.Penguatan 
database dan 
sistem infonnasi 
kepegawaian 
untuk 
pengembangan 
karir dan talents 
ASN. 

Penguatan 13. Nilai SAKIP 1. Melakukan V V V 

akuntabilitas 14. Perencanaan perencanaan 
terintegrasi dan 
perencanaan yang 
lintas sektor 
(collaborelive and 
crosscutting); 

2. Penguatan 
ketertibatan 
pimplnan dan 
seluruh 
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penanggung 
jawabdalam 
perencanaan 
kinerja, monitoring 
dan evaluasi 
kinerja, serta 
pelaporan klnerja; 

3. Peningkatkan 
kualitas 
penyelarasan 
kinerja unit 
kepada kinerja 
organisasi (goal 
and strategy 
cascade): 

4. Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasl kinerja 
secara berl<ala; 

5. Pengembangan 
dan 
pengintegrasian 
siste.m infonnasi 
kinerja, perenca• 
naan,dan 
penganggaran; 

6. Penguatan 
imp~mentasi 
value for money 
dalam rangka 
mereallsasikan 
anggaran berbasis 
klnerja. 

Pengawasan 15. Matuntas 1. Melakukan V 

SPIP penguatan 
16. Kapabili1as implementa.si 

APIP $PIP di seluruh 
17. Oplni BPK bagian org.anisasi: 
8. lndeks Tata 2. Meningkatkan 

Kelola kompeteosi APIP; 

Pengadaan 3. Pemenuhan raslo 
Barang dan APIP (pemenuhan 

Jasa jumlah ideal 
aparatur 
pengawas); 

4. Melakukan 
pengelolaan dan 
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akuntabi~as 
keuangan sesuai 
kaedah dan atvran 
yang ber1aku; 

5. Melakukan 
pengelolaan 
barang dan jasa 
sesuai aturan: 

6. Pembangunan 
unit kerja Zona 
lntegrttas menuju 
WBK/ WBBM; 

7. Pengua1an 
pengendalian 
gratifikast~ 

8. Penguatan 
penganganan 
pengaduan dan 
komplain; 

9. Pengua1an 
efektivitas 
manajemen risiko: 

10. Pelaksanaan 
pemantauan 
benturan 
kepentingan. 

Pelayanan 19. lndeks 1. Melakukan V 

publik Pelayanan penguatan 
Publik implemen1asi 

20. Hasil SuNei kebijakan bidang 
Kepuasan pelayanan publik 
Masyarakat (Stander 

Pelayanan, 
Maklumat 
Pelayanan. SKM); 

2. Pengembangan 
dan 
pengiotegrasian 
sistem infonnasi 
pela-yanan publik 
dalam rangka 
peningatan akses 
pubtik dalam 
rangka 
memperoleh 
informasi 
pelayanan: 
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I 
3. Pengelolaan 

pengaduan 
pelayanan publik 
secara terpadu, 

tuntas dan 
berkelanjutan 
dalam rangka 
memberikan 
al<ses kepada 
publik dalam 
mendapatkan 
pelayanan yang 

baik; 
4. Peningkatan 

pelayanan publik 
berbasls elektronik 
dalam rangka 
memberikan 
pelayanan yang 
mudah, murah, 

cepat, dan 
terjangkau; 

5. Penciptaan 
pengembangan, 
dan pelembagaan 
lnovas.i petayanan 
publik dalam 
rangka percepatan 
pening-l<atan 
kual~as pelayanan 

publik; 
6. Pengembangan 

sistem pelayanan 
dengan 
mengintegrasikan 

pelayanan pusat, 
daerah dan bisnls 
dalam Mal 
Pelayanan Publik; 

7. Pengukuran 
kepuasan 
masyarakat 
secara berkala; 

8. Pelaksanaan 
monitoring dan 
eva\uasi 
pelaksanaan 
kebijakan 
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pelayanan publik 
secara berkala; 

9. Mendoroog KIUD 
untuk melaksana-
kan suNei kepua-
san masyarakal; 

10. Meningkatkan 
tindak lanjul dari 
Laporan Hasil 
Survei Kepuasan 
Masyarakal 

E. QUICK WINS 

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasllan 

yang cepat. Tujuan dari Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan atau 

action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan 

keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong 

kemenangan selanjutnya. Quick Wins clalam kerangka strategi 

pelaksanaan Refonnasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam 

benluk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasl oleh Pemerintah Daerah. 

Oalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkal 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan 

maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah harus menetapkan penyederhanaan blrokrasi sebagal Quick Wins 

utama. Penyederhanaan birokrasi lni dilakokan dengan melakukan 

penyetaraan jabatan administrator. jabatan pengawas, dan jabatan 

pelaksanan ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, Pemerintah 

Oaerah dimungkinkan untuk menambah Quick Wins selain 

penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal 

tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap 

Pemerintah Daerah dibebaskan dalam menetapkan Quick Wins. sesual 

dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki 

oleh masing-masing pemerintah daerah. 

Perbedaan Quick Win Mandatory dan Quick Win Mandiri yaitu di 

dalam Quick Win Mandatory. tahun 2020 dan maksimal 2021 

penyederhanaan birokrasi wajib menjadi Quick Wins Pemerintah Daerah, 

Quick Win lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN. 

Sedangkan Quick Win Mandiri ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 
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organisasl , d inamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketemediaan 

sumber daya masing-masing pemefintah daerah. 

No. 

1. 

2. 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tabel 13 
QUICK WIN MANDA TORY 

Quick Win Mandatory 

Pembangunan Mall Pelayanan Pubfik 

Penyedelhanaan Birokrasi 

Tabel 14 
QUICK WIN MANDIRI 

Quick Win Mandiri 

Penyusunan pela proses bisnis 

lmplementasl TNDE (Aplikasi Srikandi dan 
e-Signature) 

lntegrasi aplikasi perencanaan, keuangan, 
evaluasi dan pelaporan 

Penataan SOTK 

Pembangunan Zona lntegritas 

Peningkalan lnovasi Pelayanan Publik. 

BABV 

Target reallsasi 

2021 

2021 

Target reallsasi 

2021- 2026 

2021-2026 

2021-2026 

2021-2026 

2021-2026 

2021-2026 

MANAJEMEN PB..AKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026 

A. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASJ 2021· 

2026 
Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, 

maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk 

tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Blrokrasi agar 

seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan 

jadWal yang telah ditentukan. Tim dimaksud terdlri dari Tim Pengarah 

dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Tim pengarah Reformasi Birokrasi bertugas memberlkan arahan 

kepada Tm, Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi 

Blrokrasi. Sedangkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas 
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melaksanakan kebljakan pelaksanaan, sosialisasi dan intemalisasl, serta 

pemantauan dan evaluasi Reforrnasi Birokrasi. 

1. nm Pengarah Reforrnasi Birokrasl Pemerintah Kabupaten Kendat, 
terdiri darl: 

a. Ketua 
. Bupati. . 

b. Wakil ketua . Waki1 Bupati 

C. Sekretaris Sekretaris Daerah 

d. Anggota 
. Staf Ahli Bupati . 

2. nm Pelaksana Reforrnasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal, 
terdiri dari : 

a. Ketua . Sekretaris Daerah 

b. Sekretaris 
. Kepala Bagian Organisasi . 

c. Ketua Pokja 
. Asisten Sekretaris Daerah . 

d. Anggota 
. Sekretaris Perangkat . 

Daerah, Pejabat 
Administrasi dan Pelaksana. 

Pembentukan Tun Pengarah dan Tnn Pelaksana di nngkat Perangkat 

Daerah menyesuaikan, d~etapkan dengan Keputusan Kepala Perangkal 

Daerah. 

Tim ini berperan sebagai penggerak. pelaksana, dan pengawal 

pelaksanaan Reforrnasi Birokrasl di Pemerintah Daerah beserta Jajaran 

Perangkat Daerah di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah: 

Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dalam Road Map 

ini memuat: 
1. Rencana ketja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana 

aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024 

serta Rencana Strategis (RPJMD dan Renstra PD): 

2. Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksl Pemerintah 

Oaerah dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tingkat kemajuan 

Reformasi Birokrasi serta isu-isu satrategls setiap perangkat daerah 

dan UPTD; 
3. n m memllil<i tugas untuk mengawal pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di tingkungan pemerlntah daerah; dan 

4. Agen perubahan (Reform the Reformers). 
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5. Melaksanakan Road Map - Reformasi Blrokrasi dan program

program prioritas di tingkat pemerintah daerah serta perangkat 

daerah; 

6. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan 

dengan baik; 

7. Melakukan monitoring dan -evaluasi berl<ala terhadap 

pelaksanaan Relormasi Birokrasi d1 Pemerintah Daerah dan 

Perangkat Daerahnya: 

8. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dipenukan agar target 

yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders. 

Selain ltu. untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi 

internal Pemerintah Daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan 

sampai perangkat daerah, maka diperlukan keterlibatan aktif dari 

setiap pimpinan perangkal daerah sehingga program Reformasi 

Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama. 

B. PELAKSANA REFORMASI BIRDKRASI 

Pada implementasinya setiap pelaksa.naan Reformasl Birokrasi pada 

Pemerintah Kabupaten Kendal dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. 

Hal inl unluk memastikan bahwa program-program m,kro Reformasl 

Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua 

Perangkat Daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di inlemal dilaksanakan oleh lnspektorat Daerah. 

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program-program dan rencana 

aksi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai 

dengan yang diharapl<an. 

I ♦ '•I 

Gambar 11 
PELAKSANA REFORMASI 
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C. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI. 

Untuk mewujudkan sasaran penilaian pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi, dilakukan melalui pelaksanaan dan evaluasi temadap: 

a. komponen pengungkit; dan 

b. komponen hasil. 

Unsur komponen pengungkit dan sasaran Reformasi Birokrasl sebagal 

hasil, dapat d iura lkan bahWa program-program yang ditetapkan dalam 

Road Map - Reformasi Birokrasi 2021-2026 merupakan proses yang 

menjadi pengungkit yang diharapkan dapet menghasilkan sasaran 

pemerlntah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, 

serta pelayanan publik yang pnma. 

Komponen pengungkit dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kendal melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Raformasi 

Biroktasi, yattu: 

a. manajemen perubahan; 

b. penguatan sistem pengawasan; 

c. penguatan akuntabilitas kinecja; 

d. penguatan kelembagaan; 

e. penguatan tatalaksana, 

f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusla aparatur sipil 
negara·, 

g. periguatan peraturan perundang-undangan: dan 

h. peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Sedangkan komponen hasil, d iukur melalui indikator keberhasilan meliputi: 

a. nilai akuntabilitas klnelja; 

b. survei internal integritas organisasi; 

c. survei ekstemal persepsi korupsi; 

d. oplnl Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Kendal; dan 

e. survei eksternal pelayanan publik. 
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D. RENCANA AKSI 

Agar lebih meningkatl<an kualltas dan penataan birokrasi serta 

mampu leb\h menumbuhkan budaya kine{ja di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal, terdapa\ beberapa hal yang masih perlu 

disernpurnakan yaltu: 

1. Mengoptimalkan fungsl tlm Reformasi Birol<rasf Internal melalui 

pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi 

birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya 

sampai ke Perangkal Daerah; 

2. Menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang menjawab isu-isu 

strategis terkalt masalah Reformasi Birokrasi di Ungkat Perangkat 

Daerah; 

3. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukannya secara berkala 

untuk menilai perkembangan Reformasi Birokrasl di Pemerintah 

Kabupaten Kendal; 

4. Meningkatkan pengetahuan terhadap Assessor PMPRB Pemerintah 

Kabupaten Kendal tentang kondisi ideal yang diharapkan pada 

masing-masing area perubahan; 

5. Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen 

perubahan dengan target-target perubahan nyata pada maslng,

masing unit kerja, serta melakukan monitoring danevaluasi berkala 

atas keberhasilan agen perubahan; 

6. Meningkatkan lntemallsasi budaya kerja dan perubahan mindset 

terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal; 

7. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan 

perundang- undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta 

melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian 

penyusunan peraturan perundang- undangan secara berkala untuk 

menyempumakan produk hukum yang dibentuk; 

8. Metakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada pencapaian 

klnerja yang akan dihasilkan; 

9. Menyusun peta bisnis proses dari level lnstansi hingga unit kelja 

sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit 
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kefja serta melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat 

efektivitas dan efisiensi pe1aksanaan SOP: 

10. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SOM antara fain 

melakukan assessment pegawai secara menyeluruh, dan 

menyempumakan ukuran kinelja indlvidu yang mengacu kepada 

kinerja organisasl dan dapat dijadikan dasar pemberian reward and 

punishment. 

11. Meningkatkan imptementasi dan monev atas penanganan 

gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Wllis/Je 

Blowing System dan benturan kepentlngan: 

12. Meningkatkan penerapan Zona lntegritas menuju WBKIWBBM di 

llngkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga dapat semakin 

mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi; 

13. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik di tingkat Perangkat 

Daerah datam hal pemberian reward/punishment kepada pemberi 

layanan, melakukan inovasi layanan, menginfonnasikan hasil survey 

ekstemal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei 

eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilal 

rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berllelanjutan 

untuk meningkatkan kualrtas tayanan. 

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana tetah diuraikan di alas, maka 

dapat disusun Rencana Aksl Road Map - RB Kabupaten Kendal 2021 - 2026 

sebagaimana pada Tabel 15 
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TABEL15 
RENCANA AKSI ROAD MAP - REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KENDAL 2022-2026 

KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT TAHUN PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. MANAJEMEN PERUBAHAN 

1. Peningkatan keterlibatan 1. Pambentukan Dokumen V V Sekretarial Oaerah (Bagian 

pimpinan dan seluruh jajaran Tim Reformasi Keputusan Organisasi) 

pegawai dalam Birokrasi Pembentukan 
melaksana.kan reformasi nm RB 
blrokrasi 

2. Penyusunan Dokumen V V Sekretariat Oaerah (Bagian 

RoedMap Penetapan Road Organisasi) 

Reformasi Map RB 
Birokrasi 

3. Pelaksanaan lmplementasl V V V V V Seluruh Perangkat Oaerah 

Reformasi 
Birokrasl 

4. Pemantauan Ookumen hasil V V V V V lnspektorat Oaerah 

dan evaluasi PMPRB 
pelaksanaan 
Refonnasl 
Birokrasi 

2. Peningkatan perubahan pola 1. Pembenlukan Ookumen V V Seluruh Perangkat Oaerah 

pikir dan budaya kinerja nm Reformasl Keputusan 
Pemerintah Daerah dan Birokrasl Pembentukan 
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Perangkat Daerah 

2 AksiAgen 
Perubahan 

3. Pembangunan 
media 
sosiallsasl 
dan Komunikasi 
impiementasi 
Reformasi 
Birokrasl 

B. DEREGULASI KEBIJAKAN 

Peningkatan efektivltas 1. Harmonisasi 
pengeiolaan pecaturan peraturan 
perundang-undangan daerah dan 
pemerintah daerah peraturan 

bupati 

2. Pembangunan 
sistem 
Pengendalian 
penyusunan 

Rood Mop Kabupoten Kendal Tohvn 2021-2026 

Agan Perubahan 
Pemerintah 
Daerah dan 
Perangkat 
Daerah 

lmptementasi V 

lntegrasi sistem 
dalam 
manajemen 
lmplementasi 
Reformasi 
Birokrasl dengan 
RPJMD/Renstra 

Revlsi peraturan 
daerah dan 
peraturan bupati 
yang tidak 
harmonis /lidak 
sinkroni1>ersifat 
menghambat 

Penyeiesaian 
kebijakan sesual 
dengan Program 
Lenislasi Oaerah 

.... ,/ .... 
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V 

V 

V 

V V V V Seluruh PerangKat Oaerah 

V V V V • Sadan Perencanaan 
Penelitian dan 
Pengembangan 

• Dines Komunlkasi dan 
lnformatika 

V V V V Sekretariat Daerah (Bagian 
Hukum} 

V V V V Sekretariat Oaerah (Bagian 
Hukum} 



peraturan 
daerahdan 
peraturan 
bupati 

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 

Penataan Organisasi 1, Penyusunan 
desain 
organisasi 
bert>asis kinerja 

2. Aksl penataan 
kelembagaan 

3. Evaluasi 
kelembagaan 

0 . PENATAAN TATALAKSANA 

1. Pembangunan SPBE 1. Pembentukan 
terintegrasi Tim Koordinasi 

SPBE 
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Ool<umen 
penetapan 
SOTK Perangkat 
Daerah 

lmplementasi 

1. Dokumen 
hasil evaluasi 
organisasi 
tepat fungsi 
dan tepat 
ukuran 

2. Dokumen 
penyederhan 
aan birokrasi 

Dokumen 
Keputusan 
Pembentukan 
nm SPBE 
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V V V V V Sekretariat Oaerah (Baglan 
Organisasi) 

V V V V V Sekretariat Daerah (Bagian 
Organisasi) 

V V V V V Sek.retariat Oaerah (Bagian 
Organisasi) 

V V V V V Sekretariat Daerah (Bagian 
Organlsasij 

V V V V V Sekretariat Oaerah (Bagian 
Organisasi) 



2. Penyusunan Dol<umen V V V V V Dinas Komunikasi dan lnformau7<a 
Arsitektur SPBE lnduk SPBE 

3. Pembangunan Aplikasi SIMPEG, V V V V V • Dinas Komunikasi dan 
layanan SIM Pengelolaan lnformatika 
kepegawaian, Arsip Daerah dan • Badan Kepegawaian 
kearsipan, dan SIM Pelayanan Pendidikan dan 
layanan publik umum. Pelatihan 
berbasis • Dines Kearsipan dan 
elektronik Perpustakaan 

4. Pembangunan Aplikasi V V V V V • Dinas Komunikasi dan 
sistem perencanaan, lnformatika 
perencanaan, penganggaran • Sadan Perencanaan 
penganggaran dan kinerja Penelitian dan 
dan klnerja terintegrasi by Pengembangan 
berbasis sistem • Badan Pengelolaan 
elektronik Keuangan dan Aset 

Daerah 
• Sekretariat Daerah 

(Bagian Organisasi) 

5. Evaluasi Penilaian mandlri V V V V V Dinas Komunikasi dan 
lnformatika 

2. Keterbukaan lnformasl 1 Penyusunan Dokumen V V V V V Dinas Komunikasi dan 
publik regulasi peraturan daerah lnformatika 

keterbukaan dan peraturan 
informasi publlk bupatl tentang 

KIP 
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2. Pengadaan lndeks Tata 
Barang dan Kelola 
Jasa secara Pengadaan 
transparan Barang dan Jasa 

dari LKPP 

3. Evaluasi lndeks 
Keterbukaan 
lnformasi Publik 

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SOM APARATUR 

Peningkatan transparasi dan 1. Perencanaan 
akuntabll~as pengelolaan SOM kebutuhan 
Aparatur pegawai sesuai 

kebutuhan 
organisasi 

2. Penyusunan 
Anjab, ABK dan 
Evjab 

3. Penyusunan 
regulasl 
pedoman 
promosi jabatan 
dilakukan 
secara terbuka 

4. Penyusunan 
regulasl 
=netapan 
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Ookumen 
kebutuhan 5 
tahun 

Ookumen Anjab, 
ABK dan Evjab 

Ookumen 
pedoman 
kebijakan seleksl 
terbuka promos! 
jabatan 

Dokumen 
Pedoman 
penilaian kinerja 
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V V V V V Sekretariat Daerah (Bagian 
Pengadaan Barang dan 
Jasa) 

V V V V V Dines Komunlkasi dan 
lnformatika 

V V V V V • Sadan Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

• Sekretariat Oaerah 
(Bagian Organlsasi) 

V V V V V Sekretariat Daerah 
(Baglan Organisasi) 

V V V V V Sadan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

V V V V V • Sadan Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 



kinerja individu individu • Sekretarlat Oaerah 
(Sagian Organisasi) 

5. Penertmaan Ookumen V V V V V Sadan Kepegawaian 
pegawai pengumuman Pendidikan dan Pefatihan 

transparan, penerimaan 
obyektif, terbuka, 
akuntabel dan pendaftaran 
bebas KKN mudah dan 

cepat, 
persyaratan jelas, 
tldak diskrimlnatif, 
seleksi 
transparan. 
obyek1if, adil, 
akunlabel dan 
bebas KKN 

6. Evaluasi Merit system dan V V V V V Sadan Kepegawaian Pendidikan 
lndeks dan Pela1ihan 
Profesionalltas 
ASN 

F. PENGUATAN AKUNTABILITAS 

Penyelenggaraan Sistem 1. Penyusunan Ookumen V V V V V Sadan Perencanaan 

Akuntabilijas Kinerja lnstansi perencanaan perencanaan Penelitian da n 

Pemerinlah (SAKIP) kinerja tahunan yang berorientasi Pengembangan 
hasil (out come) 

2. Pembangunan Aplikasi SAKIP V V V V V • Dlnas Komunikasi dan 
aplikasl yang terintegrasi lnformatika 

Road Mop Kobupottrt Ke11do! Tohun 202l v2026 
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akuntabilttas 
kinetja 

3. Monttoring dan 
evaluasi 
penyelenggara 
anSAKIP 

G. PENGUATAN PENGAWASAN 

Peningkatan peran/lungsi APIP 1. Penyusunan 
perencanaan 
kinetja tahunan 

2. Penyusunan 
regulasi tentang 
SPIP 

3. Penanganan 
gratifil<asl 

4. Penanganan 
pengaduan 
masyarakat 

flood MQp Kabupoten Kendal Tohurt 2021-2026 

dengan sistem 
perencanaan 

Ookumen V 
pelaporan 

Ookumen 
regulasi tentang 
pedoman 
penanganan 
gratlfikasi 

Ookumen 
peraturan kepala 
Perangkat 
Oaerah tentang 
SPIP 

Dokumen 
evaluasi atas 
penanganan 
gratifikasl 

Ookumen 
penanganan 
pengaduan 
mas'~rakat 
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V 

V 

V 

V 

• Sekretariat Oaerah 
(Bagian Organisasi) 

V V V V Sekretariat Oaerah 
(Bagian Organisasi) 

V V V V lnspektorat Daerah 

V V V V Seluruh Perangkat Oaerah 

V V V V lnspektorat Oae1ah 

V V V V Seluruh Perangkat Oaerah 



5. Pembangunan 
Whistle Blowing 
Sys/em 

6 . Pengendalian 
dan evaluasl 
atas penerapan 
SPIP 

7. Pembangunan 
Zona lnlegritas 

Aood Mop Kabupe,ten Kendal Tohun 2021 •2026 

Aplikasl Whistle V 
Blowing System 

Dokumen hasil V 
pengendalian dan 
eva.luasi 

Perangkat V 
Daerah yang 
d~etapkan 
sebagaiWBM 
dan WBBM 
dalam 1 tahun 
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V V V V Seluruh Perangkat Oaerah 

V V V V 1nspektora1 Oaerah 

V V V V lnspektorat Oaerah 



E. MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam 

tingkatan lingkup Pemerintah Daerah serta lingkup Perangkat Daerah. 

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang 

dltuangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat beljalan sesuai 

dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. 

Dari proses monitoring, beroagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung 

dikoreksi pada saat program/kegiatan Refom1asi Birokrasi dilaksanakan, 

sehingga tidak teljadi penyimpangan dari target-target yang telah 

ditentukan. Monttoring dilakukan melalul beberapa media sebagal 

berikut: 

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasl Blrokrasl 

Kabupaten Kendal untuk memantau perkembaogan Ref011T1asi 

Birokrasi sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam Road Map 

Reformasi Birokrasi ini. 

2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasl 

Kabupaten Kendal untuk memantau pef1<embangan Reformasi 

Birokrasi pada setiap perangkat daerah agar konsisten dengan Road 

Map dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari 

monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi. 

3. Pertemuan rutin pada dngkat n m Pelaksana Reformasi Birokrasi 

P erangkat Daerah untuk: 

a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan 

penyesuaian yang peMu dilakukan untuk merespon 

pem,asalahan atau pell<embangan lingku119an strategis; 

b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi 

sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; 

c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsl anti 
korupsi; 

d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, yang dikoordlnasikan oleh lnspektorat 

yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Unn Pengelola 

Refomiasi Birokrasi nasional. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasl level pemerintah 

daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi 

dilakukan untuk menBai kemajuan pelaksanaan Reforma.si Birokrasi 

secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monttoring yang dilakukan 
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pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa 

tahapan mulal dari Pemerintah Daerah sampai pada tingkat Perangkat 

Daerah, sebagal berikut: 

a. Evaluasi semeste<an atau tahunan di tingkat Tim Pelaksana 

Refotmasi Birokasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan 

Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan 

yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang periu dilakukan pada 

enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak teljadi 

permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon 

perl<embangan lingkungan stralegis. Evaluasi dllakukan secara 

menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah diletapkan. 

b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat pemerintah daerah yang 

dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; 

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dapat diperoleh dari: 

1) Hasil-hasil monitoring; 

2) Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi; 

3) Pengukuran targeUarget kegiatan Reformasl Birokrasi 

sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan reallsaslnya; 

4) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh 

lnspektoraVPengawas Internal. Hasil evaluasi diharapkan dapat 

secara lerus menerus memberikan masuk.an terhadap 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. 

Disamping ilu, hasil evaluasi pelak.sanaan Refonnasi Birokrasi di setiap 

perangkat daerah dapat menjadi dasar dalam pemberiakuan insentif bagi 

perangkat daerah terl<ail. Kebijakan terl<alt ini dllaksanaan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

F. PENDANAAN 

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus 

mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal 

ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu dibiayai 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping 

APBD bagi pemerintah daerah, pos Dana Alokasi Khusus (DAK)/Oana 

Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi yang diberikan adalah 

berdasar1can inplementasi Reformasi Birokrasi di Pe<nerintah Daerah. 
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G. SINKRONISASI ROAD MAP OENGAN REN CANA SlRA TEGIS 

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan 

Refonnasi Birokrasi d i setiap llni, maka penti119 bagi Pemerintah 

Kabupaten Kendal untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi 

dengan program dalam RPJMO Kabupaten Kendal dan Renstra Perangkat 

Oaerah Tahun 2021-2026. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol 

pelaksanaannya baik oleh Perangkat Oaerah yang berperan dan 

bertanggung jawab di level makro. meso, hingga mikro. 
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BABVI 

PENUTUP 

Pemenntahan Daerah memiliki peran penting dalam pembangunan 

negara, oleh karenanya perlu upaya serta terobosan untuk melahirkan 

p.enyelenggara negara yang mampu membawa perubahan Salah satunya 

dengan melaksanakan Reformasi Birokras, d1 daerah dengan fokus sepert1 

manajemen perubahan, deregulasl keb,jakan, penataan organisas,, penata~n 

tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabillias. penguatan 

pengawasan, dan peningkalan kualitas pelayanan publlk Pemer1ntah Daerah 

harus menghadirkan pemerintahan yang berorienlasl pada has,I. Dengan 

dem1kian progfam yang d1jatankan dapat dirasakan manfaatnya bag1 

masyarakal. Pemerintah Daerah 1,dak tag, hanya mem1kil1<an serapan 

anggaran, namun yang harus difikirkan adalah pelaksanaan p,ogram dirasakan 

mantaatnya oleh masyarakat Pemerintah Daerah mem1hk1 peran penttng 

sebagai penentu arah tujuan pembangunan yang in91n d1capa1 ofeh karena tto 

Pemerintah Oaerah harus berinovasi, rnelahirkan terobosan yang berdarnpak 

kepada perbaikan kualitas pelayanan publik , 

Jika penyelenggara negara menerapkan tata kelola pemerimahan yang 

baik dan pelayanan publiknya berorientasl pada kesejahteraan publlk, maka 

kecenderungannya aktivitas ekonomi daerah akan berkernbang sangat l.mgg, 

Jlka penyelenggara kemudian mendorong aktivitas ekoftomi daerah mela1u. 

maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningl<at Oleh 

karenanya, upaya Reformasl Birokrasi diyakini akan mernb.::iwa dampak bag1 

kemajuan daerah. Untuk mewuJudkan hal tersobut, kesuksesan Reforn1as1 

Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen perneurHahan, tJan 

harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh pe11ye1enggara 

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, tanpa kecl1a1; 

dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Visi Indonesia Maju 

BUPATI KEN,P-LIL, 

DICO M GANINOUTO 
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